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ABSTRAK 

 

Maulidatuzzahra 

NIM. 1717301018 

 

Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap pertimbangan Hakim 

pada akta perdamaian dalam perjanjian akad musyarakah dalam putusan 

Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. Dalam duduk perkara 

dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani 

Akad Pembilayaan Musyarakah No. 162 tertanggal 30 Juli 2015 dengan Nomor 

Loan 71405379 yang bertujuan Modal Kerja pembangunan proyelk perumahan 

“Alam Kalilmanah lndah” yang Dibiayai oleh Tergugat Sejumlah Rp. 

1.370.000.000,-. Adapun perumusan masalah pada skripsi ini adalah Bagaimana 

penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan musyarakah serta Bagaimana 

pertimbangan hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad 

Musyarakah (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)? 

Pelnelliltilan ilnil adalah pe lnelliltilan kelpustakaan (lilbrary re lselarh), yailtu 

pelnelliltilan delngan cara melngkaji l dan melnellaah sumbelr-sumbe lr telrtulils delngan 

cara melmpellajaril, melnellaah dan me lmelrilksa bahan-bahan kelpustakaan yang 

melmpunyail rellelvansil delngan matelril pelmbahasan, dalam hal ini penulis menelaah 

putusan Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.  . Proses 

pengumpulan data dilakukan menggunakan metode Observasi, dan Dokumentasi. 

Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait musyarakah, 

karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa Majelis telah berusaha 

mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan 

Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa, 

atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis  baik dalam 

eksepsi, pokok perkara dan gugatan rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat telah 

mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik , bahkan sudah sampai tahap 

pembuktian (terkait eksepsi) : Bahwa, selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara 

Penggugat dan Tergugat melalui akta perdamaian. Pertimbangan Hakim dalam 

akta perdamaian sudah dilakukan akan tetapi para pihak menolaknya, akan tetapi 

para pihak pada akhirnya menetapkan akta perdamaian. Hakim pengadilan aktif 

dalam menangani kasus sengekta ini. 

 

 

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Pertimbangan Hakim, Musya<rakah } 
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MOTTO 

 

“Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan do’a.” 

 (HR. At Tirmidzi) 
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A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 |S|a s ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 {h} h ح
Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 |Z|al z ذ
Ze (dangan titik di 

atas) 

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 {S}ad s ص
Es (dengan titik di 

bawah) 

 {D}ad d ض
De (dengan titik di 

bawah) 

 {T}a’ t ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 {Z}a’ z ظ
Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik di‘ ع
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atas 

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

B. Ta’ Marb>utah di akhir Kata apabila dimatikan tulis h 

- Ditulis - 

- Ditulis - 

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

C. Vokal Pendek 

---  َ--  Fathâh Ditulis A 

---  َ--  Kasrah Ditulis I 

---  َ--  D}’ammah Ditulis U 

D. Vokal Panjang 

1. Fathâh + alif Ditulis a> 

 <Ditulis A>>manu اٰم ن  وْا 
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2.  Kasrah + ya’mati Ditulis i> 

 Ditulis Allaz}i>na الَّذ يْن   

E. Vokal Rangkap 

1. Fath}ah + ya’ mati Ditulis Ai 

 - Ditulis - 

2. Fath}ah+wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaumin ق  وْم   

F. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

  Ditulis Bi- al-Qist{i ب الْق سْط  

- Ditulis - 

2.   Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf  

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya. 

 Ditulis Allaz}i>na الَّذ يْن  

  Ditulis Allah اللٰ ه  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belrkelmbangnya aktilviltas pelrelkonomilan masyarakat, me lnyelbabkan 

masyarakat me lmbutuhkan i lnstiltusil yang belrtugas melngellola uang yang 

dilmillilkil. Hal telrselbut melrupakan salah satu faktor be lrkelmbangnya 

lelmbaga keluangan pe lrbankan saat ilnil. Pelran stratelgils bank di l sampilng 

selbagail wadah yang mampu me lnghilmpun dan me lnyalurkan dana 

masyarakat dan belntuk jasa lai lnnya juga se lbagail prasarana pe lndukung 

yang sangat dilpelrlukan guna me lnunjang pelnilngkatan taraf hi ldup 

masyarakat dan ke llancaran pelrelkonomilan suatu ne lgara.
1
 Dalam 

pelrkelmbangannya dil Ilndonelsila, bank dilbeldakan melnjadil dua, yailtu bank 

konvelnsilonal dan bank syarilah.  

Lahilrnya bank syarilah dil Ilndonelsila dilmulail delngan lahi lrnya UU 

No.7 tahun 1992 telntang Pe lrbankan. Seltellah adanya krilsils elkonomil tahun 

1997 melnunjukan bahwa bank syari lah lelbilh elksils dilbandilng delngan bank 

konvelnsilonal. Elksilste lnsil bank syarilah dilpelrtelgas delngan dilkelluarkannya 

UU No.10 tahun 1998 telntang pelrbankan. Dalam pasal 1 ayat 3 

undangundang telrselbut dilselbutkan bahwa bank umum adalah bank yang 

mellaksanakan usaha se lcara konvelnsilonal dan atau be lrdasarkan prilnsi lp 

syarilah yang dalam ke lgilataannya melmbelrilkan jasa dalam lalu li lntas 

                                                           
1 M. Nur Rinato Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm.79-80. 
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pelmbayaran.
2
 Sellanjutnya pada tahun 2008 di lsahkannya Undang-undang 

No.21 Tahun 2008 telntang Pelrbankan Syarilah. 

Pelrbankan Syarilah dil Ilndonelsila yang saat ilnil mulail banyak 

mellakukan pellayanannya yang me llilputil aktilviltas me lnghilmpun dana 

(fundilng), melnyalurkan dana (lelndilng) dan pellayanan bank lai lnnya 

(selrvilcel) selcara profe lsilonal dan belrkelsilnambungan, se lhilngga dapat 

melnghasillkan laba maksi lmal. Pe lrsailngan bilsnils dil kalangan masyarakat 

Selmakiln celpat melmacu para pe lngusaha kelcill maupun be lsar untuk 

melngelmbangkan bilsnilsnya, dan untuk me lngelmbangkan bi lsnils yang ada 

telntunya dil butuhkan modal yang cukup. Untuk me lndapatkan modal yang 

cukup salah satunya yai ltu delngan melngajukan pelmbilayaan modal ke lrja di l 

lelmbaga keluangan yang ada. Pelrkelmbangan pelrbankan syarilah di l 

Ilndonelsila melrupakan suatu pe lrwujudan daril kelbutuhan masyarakat yang 

melnghelndakil suatu si lstelm pelrbankan yang mampu me lnyeldilakan jasa 

keluangan selhat, juga me lmelnuhil prilnsilp syarilah.
3
 

Salah satu pe lmbilayaan yang di llakukan bank syarilah adalah 

pelmbilayaan musya<rakah} yang dilgunakan untuk melmbilayail kelrjasama 

yang pe lndanaannya cukup be lsar, bilasanya di llakukan pada pe lmbilayan 

proyelk-proyelk PT maupun CV atau se ljelnilsnya. Pe lmbilayaan musya<rakah} 

yang belrtujuan untuk ke lmajuan, melmbantu dan melngelmbangkan 

pellayanan produk-produknya be lrdasarkan prilnsilp-prilnsilp I lslam. 

                                                           
2 Zaidah Nurosidah, “Eksistensi Bank Islam di Indonesia”, Jurnal Al-Ahkam 1 No. 2, 

(2003): 4. 
3 Burhanuddin S, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2010), hlm. 30. 
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Pelrbankan syarilah dalam me llakukan kelgilatan pelmbilayaan de lngan miltra 

bilsnilsnya melnggunakan pri lnsilp bagil hasill (profilt sharilng). Delngan 

melnggunakan prilnsilp bagil hasill (profilt and loss shari lng) akan telrjadi l 

kelrjasama dan ke lbelrsamaan dalam me lnanggung re lsilko usaha dan be lrbagi l 

hasill usaha antara pe lmillilk dana (s}ahilbul ma>l) delngan pilhak bank se lbagai l 

pelngellola (mud}a>rilb) dan delmilkilan juga se lbalilknya ji lka bank se lbagai l 

pelmillilk dana (s}ahilbul-ma>l) delngan pilhak pelngellola usaha (mud}a>rilb). 

Musya<rakah} melrupakan akad bagi l hasill keltilka dua atau le lbilh pelngusaha 

pelmillilk dana/modal be lkelrja sama se lbagail miltra usaha, me lmbilayai l 

ilnvelstasil usaha baru atau yang sudah be lrjalan. Musya<rakah} pada umumnya 

melrupakan pelrjanjilan yang be lrjalan telrus se lpanjang usaha yang di lbilayai l 

belrsama te lrus belropelrasil, melskilpun delmilkilan, pelrjanjilan musya<rakah} 

dapat dilakhilril delngan atau tanpa me lnutup usaha.
4
 

Prosels pelmbelrilan pelmbilayaan ke lpada nasabah dillakukan mellalui l 

selrangkailan prosels mulail daril pelrmohonan, pelngumpulan i lnformasi l, 

pelncailran pelmbilayaan, hi lngga pellunasan kelmbalil pelmbilayaan. Dalam 

melmbelrilkan pelmbilayaan, pi lhak bank telrlelbilh dahulu me llakukan analilsi ls 

dan pelnillailan se lksama telrhadap watak, kelmampuan, modal, agunan, dan 

prospelk usaha daril calon nasabah pe lnelrilma fasilliltas. Se ltilap pelmbilayaan 

yang dilbelrilkan bank me lnelkankan adanya jami lnan atau agunan yang 

dilbelrilkan se lbagail belntuk antilsilpasil telrjadilnya ri lsilko pelmbilayaan. Jamilnan 

yang dilbelrilkan selbagail belntuk kelpastilan telrhadap pellunasan hutang dari l 

                                                           
4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 51. 
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nasabah kelpada bank seltellah jangka waktu yang di lselpakatil antara keldua 

bellah pilhak dalam pe lrjanjilan pelmbilayaan. Jamilnan yang di ltelrilma bank 

dapat belrupa hak atas tanah dan hak atas barang.
5
 

Bank dalam melmbelrilkan pelmbilayaan harus me lmbe lrlakukan prilnsilp 

kelhatil-hatilan. Tujuan dilbelrlakukannya prilnsilp kelhatil-hatilan yailtu agar 

bank telrlilndungil daril relsilko yang dapat telrjadil akilbat pelmbilayaan, 

selhilngga dapat melnilngkatkan kelpelrcaayaan masyarakat te lrhadap bank dan 

melwujudkan si lstelm pe lrbankan yang elfilsileln.
6
 Relsilko yang dapat te lrjadi l 

pada suatu bank bilasanya be lrkailtan delngan pelnyaluran dana yang ada pada 

bank telrselbut, Pe lnyaluran dana me lrupakan salah satu i lntil (corel) bilsnils 

pelrbankan, namun di l silsil lailn juga dapat be lrelsilko tilnggil, telrutama dalam 

hal kreldilt macelt.
7
 

Daril aspelk kelmampuan melmbayar angsuran nasabah maka 

pelmbilayaan be lrmasalah dil golongkan melnjadil tilga, yaknil kurang lancar, 

dilragukan, dan macelt. Dilkatakan macelt apabilla telrdapat tunggakan 

pelmbayaran angsuran pokok dan atau margi ln yang tellah mellelwatil 270 

(dua ratus tujuh puluh) hari l dan dokumelntasil pelrjanjilan pilutang dan atau 

pelngilkat agungan tildak ada.
8
 

                                                           
5 Vera Ayu Riandini, “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank 

Pemerintah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKNL) Semarang” Skripsi, 

Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. 2. 
6 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2003), hlm. 19. 
7 Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 2. 
8 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2014), hlm. 67. 
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Selbelnarnya dalam konse lp jamilnan hukum I lslam tildak dilkelnal ilstillah 

Hak Tanggungan dan pada pri lnsilpnya juga tildak ada dalam konse lp 

pelrbankan syarilah. Namun, se llama ilnil yang telrjadil dalam prakte lk 

Pelrbankan Syarilah,  pe lmbilayaan  yang  di llakukan  ole lh  bank  syari lah  

salah  satunya  juga di llelkatkan  suatu jami lnan  kelbelndaan  se lcara  Hukum 

Pelrdata yang belrlaku di l Ilndonelsila. Hal ilnil untuk me lmudahkan 

pelnye llelsailan jilka te lrjadil wanprelstasil. Jamilnan yang bi lasa dillelkatkan 

adalah Jamilnan Hak Tanggungan. Padahal ji lka  dilamatil  bahwa  pelrjanjilan  

yang  di llakukan  dil  Pelrbankan  Syari lah  adalah be lrdasarkan  hukum  

Ilslam  dan prilnsilp-prilnsilp  Hukum  Pelrjanjilan  Ilslam. Seldangkan melngelnai l 

pelngilkatan jamilnannya di llakukan atau dildasarkan pada Hukum Pelrdata 

Ilndonelsila. Olelh se lbab iltu pelnulils melnyelbutnya adalah te lrjadil pelrcampuran 

dua (2) prilnsilp hukum yang di llakukan olelh Pe lrbankan Syari lah. Namun  

harus  dilsadaril  dalam prose ls  elkselkusil  jamilnan  hutang te lrselbut,  syari lat  

Ilslam  bellum  me lngatur  telntang  tata  cara  pe llaksanaannya. Se lhilngga 

dilpelrlukan kajilan telrhadap prose ls elkselkusil yang dillakukan ole lh Pelrbankan 

Syarilah telrhadap jami lnan pelmbilayaan belrmasalahnya.
9
 

Salah satu kasus pe lrmasalah yang telrjadil adalah dalam putusan 

Pelngadillan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg, dilmana dalam 

putusan telrselbut diljellaskan pelnggugat melrupakan Trilels Prilyambodo, 

Jabatan Dilrelktur Utama PT. DOTUKU, Te lmpat/Tgl Lahi lr Selmarang, 04 

Agustus 1965, Je lnils Ke llamiln lakil-lakil, Agama I lslam, Pe lkelrjaan 

                                                           
9
 Marnita, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)” fiat justisia 10, no. 3, 

(2016): 527. 
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Wilraswasta, Status Pe lrkawilnan Kawiln, Alamat Jl. Manggi ls 4 C Randusari l 

RT. 002 RW. 004, Ke ll./Delsa Kramat Utara, Ke lc. Mage llang Utara, Kota 

Magellang. Seldangkan telrgugat melrupakan PT. Bank Tabungan Ne lgara 

(Pelrselro) Tbk, Kantor Cabang Syari lah Se lmarang dil Jl. Ahmad Yani l 

No.181 Wonodril, Kelcamatan Se lmarang Se llatan, Kota Se lmarang, dalam 

hal ilnil dilwakillil olelh Lusilana Anjarsaril, sellaku Lelgal Di lvilsilon He lad PT 

Bank Tabungan Ne lgara (Pe lrselro) Tbk, belrtelmpat tilnggal di l Jakarta, 

belrtilndak dalam jabatannya te lrselbut belrdasarkan Surat Kuasa Di lrelksil No. 

111/KUASA/DIlR/2019 tanggal 06 De lselmbelr 2019 delngan de lmilkilan sah 

belrwelnang dalam jabatannya sellanjutnya me lmbelrilkan kuasa ke lpada: 

Willson Lilel Silmatupang, S.H., M.H., Ci lko Hadilantono, S.H., Wandi lra 

Kusuma Wardana, S.H., Thomas Cri lstilan Wilbowo, S.H., Adhi lguna 

Wilrayudha, S.H., Re ldilta Astaril, S.H., Relnnilelr Fri ltz Nuriladil dan 

Muhammad Nahdudiln Masykur. 

Dalam duduk pelrkara diljellaskan bahwa Pelnggugat dan TElRGUGAT 

tellah melmbuat dan me lnandatanganil Akad Pe lmbilayaan Musya<rakah} No. 

162 telrtanggal 30 Juli l 2015 delngan Nomor Loan 71405379 yang be lrtujuan 

Modal Kelrja pelmbangunan proye lk pelrumahan “Alam Kali lmanah I lndah” 

yang Dilbilayail olelh Telrgugat Seljumlah Rp. 1.370.000.000,-. 

Dalam pelrjalanan usaha pe lnggugat melngalamil kelndala dalam 

usahanya se lhilngga pe lnggugat tildak dapat me lmbayarkan Nilshbahnya 

kelpada telrgugat. Akan teltapil pelnggugat masilh sanggup me lmbayar se lmua 

pilnjamannya, dan me lmilnta agar me lmbelrilkan waktu untuk bangki lt kelmbali l 
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dalam usahanya dan me lrasa nyaman dalam usahanya, me lngilngat Bank 

Syaril’ah belrsilfat ta’awun (tolong melnolong) atau me lmbelrilkan 

kellonggaran untuk me lnjual asseltnya se lndilril tanpa lellang agar 

melndapatkan hak jual yang se lsuail pasaran se lhilngga silsa daril pelmbayaran 

hutang kelpada Telrgugat dapat untuk di lgunakan se lbagail modal usaha. 

Pelnggugat juga me lrasa bahwa telrgugat seljatilnya tildak mellakukan 

Kelrjasama delngan pe lnggugat akan teltapil tellah melmilnjamkan uang ke lpada 

pelnggugat delngan ali lh-alilh kelrjasama bagil hasill (Musya<rakah}) dan tildak 

selsuail keltelntuan dalam fatwa DSN MUIl No: 08/DSN-MUIl/IlV/2000 

telntang akad Pelmbilayaan Musya<rakah}. 

Belrdasarkan fatwa DSN MUIl No: 08/DSN-MUIl/I lV/2000 telntang 

akad Pe lmbilayaan Musya<rakah}, “bahwa akad musya<rakah} adalah 

pelmbilayaan belrdasarkan akad ke lrjasama antara dua pilhak atau lelbilh untuk 

suatu usaha telrtelntu, dilmana masilng-masilng pilhak melmbelrilkan kontrilbusi l 

modal delngan keltelntuan bahwa ke luntungan dilbagil selsuail nilsbah yang 

dilselpakatil dan kelrugilan akan diltanggung belrsama selcara proposi lonal”.
10

 

Aturan opelrasilonal akad musya<rakah dil pelrbankan syarilah 

telrlaksana pada pelnyaluran dana, di lmana produknya di lselbut delngan 

pelmbilayaan musya<rakah, yaknil pelnyelrtaan modal yang di lbelrilkan ole lh 

bank syaril’ah kelpada nasabah yang te llah melmillilkil selbagilan modal. Dalam 

pellaksanaanya, akad musya<rakah dilawalil delngan pelngajuan pe lmbilayaan 

daril nasabah kelpada bank. Ke lmudilan, bank melrelalilsasilkan pelngajuan 

                                                           
10 Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad Pembiayaan Musya<rakah}. 



8 

 

 
 

nasabah telrselbut dan be lrilnvelstasil selsuail delngan jumlah modal yang 

dilpelrlukan nasabah. Pe lrhiltungan ilnvelstasil modal yang di lbelrilkan bank 

selcara proporsilonal de lngan modal yang di lmillilkil nasabah. Telrakhilr, 

nasabah mellaksanakan proye lk delngan gabungan modal telrselbut.
11

 

Hukum pelrjanji lan dil Ilndonelsila melnganut belbelrapa asas, antara lai ln: 

asas kelbelbasan melngadakan pelrjanjilan (partilj otonomi l), asas 

konselnsualilsmel (pelrse lsuailan kelhelndak), asas kelbilasaan, asas kelkuatan 

melngilkat, asas pelrsamaan hukum, asas ke lselilmbangan, asas kelpelntilngan 

umum, asas moral, asas ke lpatuhan, asas pelrlilndungan bagil golongan yang 

lelmah, dan asas silstelm telrbuka.
12

 

Salah satu prilnsi lp dalam elkonomil Ilslam adalah adanya pri lnsilp 

keladillan.  Adi ll dalam pandangan I lslam tildak dilartilkan sama rata, akan 

teltapil pelngelrtilannya adalah me lnelmpatkan se lsuatu se lsuail delngan 

proporsilnya atau hak-haknya. Silkap adill sangat dilpelrlukan dalam ti lndakan 

belrelkonomil, delngan si lkap adill se ltilap orang yang telrlilbat dalam ke lgilatan 

elkonomil akan melmbe lrilkan dan melndaptkan hak-haknya de lngan belnar. Al-

Qur’an melmelrilntahkan se ltilap tilndakan harus dildasaril delngan si lkap adi ll 

karelna belntuk keladillan akan melndelkatkan dilril kelpada keltaqwaan 

selbagilmana filrman Allah Swt Dalam Al-Qur’an Surah Al-Maildah ayat 8 

yang belrbunyi l: 

                                                           
11 Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di 

Perbankan Syariah” Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah 11, No. 1 (2020): 17. 
12 Mariam Darus Badrulzaman, Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar 

Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 2. 
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ايٰ  اءۤ  ب الْق سْط  ق  وَّا ك وْن  وْا اٰم ن  وْا الَّذ يْن   ا ي ُّه   ت  عْد ل وْا ا لَّ  ع لٰى ق  وْم   ش ن اٰن   يَ ْر م نَّك مْ  و ل  م يْْ  ل لٰ ه  ش ه د 
ب ي ْر   اللٰ ه   ا نَّ  اللٰ ه   واو ات َّق   ل لت َّقْوٰى ا قْ ر ب   ه و   ا عْد ل وْا ل   بِ  ا خ   وْن  ت  عْم 

Wahail orang-orang yang be lrilman! Jadillah kamu se lbagail pelnelgak 

keladillan karelna Allah, (ke ltilka) melnjadil saksil delngan adill. Dan 

janganlah kelbelncilanmu telrhadap suatu kaum me lndorong kamu 

untuk belrlaku tildak adill. Belrlaku adilllah. Karelna (adill) iltu lelbilh 

delkat kelpada takwa. Dan be lrtakwalah kelpada Allah, sungguh, Allah 

Mahatelliltil telrhadap apa yang kamu ke lrjakan. 

 

Dalam Hukum Acara Pe lrdata adalah pelraturan hukum yang 

melngatur bagailmana caranya me lnjamiln diltaatilnya hukum pe lrdata matelrili ll 

delngan pelrantaraan hakilm. Apabilla ada orang atau belbelrapa orang yang 

melrasa haknya di llanggar atau me lnilmbulkan kelrugilan bagilnya, maka i la 

dapat melngajukan tuntutan atas haknya me llaluil pelngadillan. De lngan 

adanya pelnyellelsailan me lnggunakan hukum acara pe lrdata dilharapkan 

pilhak-pilhak yang belrselngkelta dapat melnelrilma putusan yang akan di lambi ll 

hakilm selcara bailk. Dalam hukum acara pe lrdata ada be lbelrapa asas-asas, 

selbagail belrilkut:
13

 

1. asas hakilm belrsilfat me lnunggu 

2. hakilm pasilf 

3. silfat telrbukanya pe lrsildangan 

4. melndelngar keldua bellah pilhak 

5. putusan harus dilselrtail alasan-alasan 

6. belracara dilkelnakan bilaya 

7. tildak ada kelharusan melwakillkan 

                                                           
13 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilanputusan Perkara Di 

Pengadilan” Islamadina 18 , No. 2, (2017): 43. 
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Pelngambillan ke lputusan sangat dilpelrlukan olelh hakilm atas se lngkelta 

yang dilpelrilksa dan di ladillilnya. Hakilm harus dapat me lngolah dan 

melmprosels data-data yang di lpelrolelh se llama prose ls pelrsildangan, bailk dari l 

buktil surat, saksil, pe lrsangkaan, pelngakuan maupun sumpah yang 

telrungkap dalam pelrsi ldangan.
14

 

Belrdasarkan Hukum Pe lrdata Hakilm Dalam Hukum Acara Pe lrdata 

belrsilfat pasilf, hakilm hanya telrbatas melnelrilma dan me lmelrilksa gugatan 

yang dilajukan. Olelh karelna iltu, pelran dan fungsi l hakilm Dalam prosels 

pelrkara pelrdata, hanya se lbatas:
15

 

1. Melncaril dan melnelmukan kelbelnaran formill . 

2. Kelbelnaran iltu dilwujudkan selsuail delngan dasar alasan dan fakta-

fakta yang dilajukan ole lh para pilhak sellama prose ls pelrsildangan 

belrlangsung. 

Selorang hakilm dalam me lmutus suatu pelrkara wajilb melngelmukakan 

argumeln, bailk yang be lrkailtan delngan pokok pelrkara maupun cabang 

pelrkaranya. Argume ln-argumeln telrselbut harus dilrumuskan dan di lsusun 

delngan celrmat, runtut, silstilmatilk delngan melnggunakan bahasa hukum 

yang bailk dan belnar. Ke lmudilan argumeln-argumeln hukum telrselbut dalam 

putusan hakilm dilselbut pelrtilmbangan hukum.
16

 

                                                           
14 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning”, hlm. 43. 
15 Indra Kho dan Ning Adiasih, “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 

Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium 

Dengan Adanya Tuntutan Subsidair Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono” Jurnal Hukum Adigma 4 

No. 1, (2021): 357. 
16 Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning”, hlm. 43. 
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Daril latar bellakang dil atas kelmudilan pelnulils telrtarilk melnelliltil lelbi lh 

lanjut delngan judul skri lspil Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim 

Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad 

Musya<rakah (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg). 

 

B. Definisi Operasional 

Untuk melmpelrjellas makna atas pelnelliltilan pelnulils yang be lrjudul 

“Analilsils Telrhadap Pe lrtilmbangan Hakilm Pada Pe lneltapan Akta 

Pelrdamailan Dalam Pe lrjanjilan Akad Musya<rakah (Studil Pada Penetapan 

Pelngadillan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg).” maka delfilnilsi l 

opelrasiloanal selbagail belrilkut: 

1. Pelrtilmbangan Hakilm 

Pelrtilmbangan hakilm melrupakan salah satu aspe lk telrpelntilng 

dalam melnelntukan te lrwujudnya ni llail daril suatu putusan haki lm yang 

melngandung keladillan (elx aelquo elt bono) dan melngandung ke lpastilan 

hukum, dil sampilng iltu juga melngandung manfaat bagi l para pilhak 

yang belrsangkutan se lhilngga pelrtilmbangan hakilm ilnil harus dilsilkapil 

delngan telliltil, bailk, dan celrmat. Apabilla pelrtilmbangan haki lm tildak 

telliltil, bailk, dan celrmat, maka putusan hakilm yang be lrasal dari l 

pelrtilmbangan haki lm telrselbut akan di lbatalkan olelh Pelngadillan 

Tilnggil/Mahkamah Agung.
17

 

                                                           
17 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm.140. 
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Hakilm tildak dapat me lnjatuhkan suatu putusan se lbellum nyata 

bagilnya bahwa pe lrilstilwa/fakta telrselbut belnar-belnar telrjadil, yakni l 

dilbuktilkan kelbelnaranya, se lhilngga nampak adanya hubungan hukum 

antara para pilhak.
18

 Maksud daril Pelrtilmbangan hakilm dilsilnil adalah 

pelrtilmbangan haki lm dalam melmutus putusan se lrta pelnggunaan dalill 

hukum dalam putusan kasus akad pe lmbilayaan musya<rakah} dalam 

putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. 

2. Akta Pelrdamailan 

Akta Pe lrdamailan adalah ilstillah dalam bahasa Me llayu yang 

diltelrjelmahkan me lnjadil "pelrjanjilan damail" atau "pe lrjanjilan damai l" 

dalam bahasa I lnggrils. Bilasanya melngacu pada pe lrjanjilan atau 

pelrjanjilan formal antara pi lhak-pilhak yang telrlilbat dalam konflilk atau 

pelrsellilsilhan yang be lrtujuan untuk me lnyellelsailkan konflilk dan 

melmulilhkan pelrdamailan. I lnil pelrjanjilan dapat dillakukan antar ne lgara, 

faksil dalam suatu ne lgara, atau bahkan antar ke llompok be lrbelda dalam 

suatu masyarakat. Pe lrjanjilan telrselbut se lrilng kalil melngurailkan syarat-

syarat pelnghelntilan pelrmusuhan, melkanilsmel pelnyellelsailan 

pelrsellilsilhan, dan te lrkadang syarat-syarat yang lelbilh luas untuk 

relkonsillilasil dan kelrja sama antara pilhak-pilhak yang telrlilbat. 

Elkselkusil hak tanggungan me lrupakan langkah te lrakhilr yang 

dillakukan kreldiltur se llaku pelnelrilma hak tanggungan apabilla delbiltur 

sellaku pelmbelril Hak Tanggungan ci ldelra janji l (wanprelstasil). 

                                                           
18

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm.141. 
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Pellaksanaan elkse lkusil telrselbut dilatur dalam Undang Undang Nomor 4 

Tahun 1996 telntang Hak Tanggungan Atas Tanah Se lrta Belnda-belnda 

Yang Belrkailtan Delngan Tanah Bab V telntang E lkselkusil Hak 

Tanggungan.
19

 

Elkselkusil hak tanggungan yang di lmaksud dilsilnil adalah upaya 

untuk mellellang tanah yang me lnjadil jamilnan dalam akad pe lmbilayaan 

musya<rakah} olelh pe lnggugat dan telrgugat dalam putusan Nomor: 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. 

3. Pelmbilayaan 

Pelmbilayaan be lrdasarkan prilnsilp syarilah adalah pe lnye ldilaan dana 

atau tagilhan yang di lpelrsamakan de lngan iltu belrdasarkan pe lrseltujuan 

atau kelselpakatan antara bank de lngan pilhak lailn yang me lwajilbkan 

pilhak yang dilbilayai l untuk melngelmbalilkan uang atau tagi lhan telselbut 

seltellah jangka waktu te lrtelntu delngan ilmbalan ujrah, tanpa i lmbalan 

atau bagil hasill.
20

 

Maksud pelmbilayaan di lsilnil adalah telrtuju pada akad pe lmbilayaan 

musya<rakah} olelh pe lnggugat dan telrgugat dalam putusan Nomor: 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. 

4. Musya<rakah} 

Dalam liltelratur illmu filkilh telrdapat tilga ilstillah yang me lngacu 

kelpada pelngelrtilan pelrcampuran, kelmiltraan, pe lrselkutuan, dan 

                                                           
19 Marnita, “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan 

Bermasalah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung)” fiat justisia 10, no. 3, 

(2016): 527. 
20 Murni Anugrah L, Perbankan Syariah (Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010), hlm. 

55. 
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pelrkongsilan yailtu al-musya>rakat, al-syilrka>t, dan al-syaril>kat. Yang 

lelbilh telpat daril keltilga ilstillah iltu ilalah al-syilrka>t, olelh karelna iltu, 

liltelratur illmu filkilh lelbilh banyak me lmpelrgunakan ilstillah ilnil seldangkan 

pelraturan pelrbankan syarilah melmpelrgunakan ilstillah musya<rakah}.21 

Maksud musya<rakah} dilsilnil adalah telrhadap kasus yang te lrjadil 

dilmana telrdapat pe lrjanjilan yang dillakukan belrupa akad pe lmbilayaan 

musya<rakah} olelh pe lnggugat dan telrgugat dalam putusan Nomor: 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. 

 

C. Rumusan Masalah 

Daril latar bellakang yang tellah diljellaskan dil atas bahwa pe lnelliltilan 

pelnulils yang “Analilsils Telrhadap Pelrtilmbangan Hakilm Pada Pe lneltapan 

Akta Pelrdamailan Dalam Pe lrjanjilan Akad Musya<rakah (Studil Pada Putusan 

Pelngadillan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)” akan di lkajil lelbilh 

lanjut delngan rumusan masalah se lbagail belrilkut: 

1. Bagailmana pelneltapan akta pe lrdamailan dalam akad pe lmbilayaan 

musya<rakah}? 

2. Bagailmana pelrtilmbangan hakilm Pada Pelneltapan Akta Pe lrdamailan 

Dalam Pe lrjanjilan Akad Musya<rakah (Studil Pada Putusan Pe lngadillan 

Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)? 

 

 

 

                                                           
21 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 

244. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Pelnelliltilan 

Daril latar be llaknag se lrta rumusan masalah di l atas, tujuan 

pelnelliltilan ilnil selbagail belrilkut: 

a. Melngeltahuil dan melnganalilsils pelneltapan akta pe lrdamailan dalam 

akad pelmbilayaan musya<rakah }. 

b. Untuk melngeltahuil pelrtilmbangan hakilm Pada Pe lneltapan Akta 

Pelrdamailan Dalam Pe lrjanjilan Akad Musya<rakah (Studil Pada 

Putusan Pelngadillan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg). 

2. Manfaat Pelnelliltilan 

Seldangkan manfaat yang i lngiln dilcapail dalam pe lnelliltilan ilni l 

adalah selbagail belrilkut: 

a. Bagil Pelnulils 

Untuk melnambah wawasan telntang konse lp elkselkusil lellang 

hak tanggungan, dan akad pelmbilayaan musya<rakah} 

b. Bagil Akadelmilsil 

Untuk melmbelrilkan pelmahaman se lrta se lbagail khasanah 

kelillmuan telntang lelgaliltas hukum yang ada be lrkailtan telntang 

konselp elkse lkusil lellang hak tanggungan, dan akad pelmbilayaan 

musya<rakah}. 
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c. Bagil Masyarakat 

Untuk melmbelrilkan pelmahaman se lrta wacana te lrhadap 

masyarakat telntang konse lp selrta ilmplilkasil yang telrjadil pada akad 

pelmbilayaan musya<rakah}. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajilan pustaka dalam pelnelliltilan ilnil dilgunakan untuk me lnajdil acuan 

pelrbeldaan se lrta pelrsamaan pe lnelliltilan yang telrdahulu de lngan pelnelliltailan 

pelnulils yang belrjudul “Analilsils Telrhadap Pelrtilmbangan Haki lm Pada 

Pelneltapan Akta Pe lrdamailan Dalam Pe lrjanjilan Akad Musya<rakah (Studil 

Pada Putusan Pelngadillan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg)”. 

Adapun pelnelliltilan telrdahulu yang pelnulils tellaah antara lailn: 

Skrilpsil Abdul Karilm, “pelmbilayaan de lngan si lstelm akad musya<rakah}  

pada proyelk olelh PT BPRS Safilr Belngkulu” Program Studi l Pelrbankan 

Syaril’ah Jurusan Elkonomil Ilslam Fakultas Elkonomil Dan Bilsnils Ilslam 

Ilnstiltut Agama I lslam Ne lgelril Belngkulu Belngkulu 2017. Skri lpsil ilni l 

melnjellaskan silstelm pelmbilayaan musya<rakah}   pada proye lk ole lh PT BPRS 

Safilr Belngkulu yailtu yang di lmana pilhak bank melnjaliln kelrjasama de lngan 

pelmillilk proyelk delngan me lmbelrilkan pelmbilayaan te lrhadap proyelk yang 

akan dilkelrjakan se lsuail delngan porsil modal masilng-masilng, dan keldua 

bellah pilhak ilkut andill dalam proye lk telrselbut. Prose ldur pelngajuan 

pelmbilayaan musya<rakah} proye lk pada PT BPRS Safi lr Belngkulu, pelrtama 

yai ltu pelrusahaan yang punya proye lk melngajukan de lngan mellelngkapi l 
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pelrsyaratan yang tellah di ltelntukan olelh pilhak bank, kelmudilan pilhak bank 

akan melnelliltil apakah pe lrsyaratan yang di lajukan sudah lelngkap atau 

bellum, kelmudilan jilka sudah lelngkap maka akan dillakukan surve lil objelk 

(proyelk dan jamilnan), se ltellah iltu dillakukan wawancara, lalu di lanalilsa dan 

dilajukan kel komiltel pelmbilayaan yang di lmana akan diltelntukan pelmbilayaan 

telrselbut diltelrilma atau di ltolak. Ji lka diltelrilma maka akan langsung ke l akad. 

Kelndala-kelndala dalam pe lmbilayaan musya<rakah} proyelk pada PT BPRS 

Safilr Belngkulu, yailtu pada pe lmbilayaan proye lk pelrumahan de lvellopelr, 

karelna pada proye lk pelrumahan selrilng telrjadil kelndala masalah tukang yang 

melnyelbabkan molornya pe lkelrjaan, se lhilngga proye lk tildak dapat se llelsai l 

telpat waktu, yang me lnye lbabkan pelrumahan bellum bilsa dilpasarkan, maka 

telrjadil pelmbilayaan mace lt.
22

 

Skrilpsil Ailda Fauzilyah Filtrilanil, “praktelk akad musya<rakah} dalam 

pelmbilayaan modal ke lrja dil BRIl Syaril’ah Cabang Malang Pe lrspelktilf Fatwa 

Dsn Muil Nomelr : 08/Dsn-Muil/Ilv/2000 Telntang Akad musya<rakah}” 

Jurusan Hukum Bilsni ls Syarilah Fakultas Syarilah Uni lvelrsiltas Ilslam Ne lgelri l 

Maulana Malilk Ilbrahilm Malang 2018. Akad musya<rakah} adalah suatu 

belntuk akad ke lrjasama pe lrnilagaan antara be lbelrapa mi llilk modal untuk 

melnyelrtakan modalnya dalam suatu usaha, di lmana masi lng-masilng pilhak 

melmpunyail hak untuk i lkut se lrta dalam pellaksanaan manaje lmeln usaha 

telrselbut. Pelrmasalahan yang di lbahas yai ltu praktelk akad musya<rakah} 

                                                           
22 Abdul Karim, “Pembiayaan Dengan Sistem Akad Musya<rakah}  Pada Proyek Oleh Pt 

Bprs Safir Bengkulu” Skripsi, Program Studi Perbankan Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Bengkulu 2017. 
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dalam pelmbilayaan modal ke lrja dil BRIl Syarilah Cabang Malang Pe lrspelktilf 

Fatwa DSN-MUIl Nomelr 8 /DSN-MUIl/IlV/2000. Hasill pelnelliltilan 

melnggambarkan: Bahwa prose ls pellaksanaan akad musya<rakah} bailk dalam 

selgil rukun dan syarat, shi lghat iljab kabul akad musya<rakah}. Bank dalam 

aplilkasilnya melnelrapkan akad musyarakah sudah se ljalan de lngan apa yang 

dil fatwakan olelh DSN MUIl.
23

 

Skrilpsil Ucil Hardilka Saril, “tilnjauan hukum ilslam te lrhadap lellang hak 

tanggungan atas pelnye llelsailan pelmbilayaan macelt dil BPRS Harta I lnsan 

Karilmah Yogyakarta” Prodi l Hukum Elkonomil Syaril’ah (Muamalah) 

Fakultas Syaril’ah Dan Hukum Uni lvelrsiltas I lslam Ne lgelril Sunan Kaliljaga 

Yogyakarta 2018. Be lrdasarkan hasill pelnelliltilan, pelnelliltil melnyi lmpulkan 

bahwa nasabah yang tildak melmbayar utang te llah mellakukan wanprelstasil 

yang tildak dilbelnarkan me lnurut hukum I lslam. Dalam prose ls pelnye llelsailan 

pelmbilayaan macelt BPRS HI lK mellilhat kondilsil nasabah yang 

belrsangkutan. Kondi lsil yang dilmaksud adalah kondilsil selsuail delngan 

kelmampuan nasabah, se lpelril karaktelr dan faktor lai ln yang me lmpelngaruhi l 

pelmbilayaan mace lt te lrjadil. Lellang jami lnan melnjadil prose ls pelnye llelsailan 

telrakhilr yang di llakukan ole lh BPRS Harta I lnsan Kari lmah Yogyakarta 

mellaluil Kantor Pe llayanan Ke lkayaan Ne lgara dan Lellang (KPKNL). Prose ls 

                                                           
23 Aida Fauziyah Fitriani, “Praktek Akad musya<rakah} Dalam Pembiayaan Modal Kerja Di 

Bri Syari’ah Cabang Malang Perspektif Fatwa Dsn Mui Nomer : 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang 

Akad musya<rakah}” Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang 2018. 
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jual bellil lellang yang di llakukan dil kantor KPKNL dil tilnjauan daril hukum 

Ilslam sudah selsuail delngan prosels jual bellil dalam Ilslam.
24

 

Untuk melmpelrmudah pelmbaca dalam me lmahamil pelrbeldaan 

pelnelliltilan ilnil delngan pelnelliltilan lailn, pelnulils rangkum se lbagail belrilkut: 

No.  Nama Dan Judul  Persamaan Perbedaan 

1. Abdul Karilm, 

“Pelmbilayaan De lngan 

Silstelm Akad 

Musya<rakah}  Pada 

Proyelk Olelh Pt Bprs 

Safilr Belngkulu”  

sama-sama 

melmbahas Akad 

Musya<rakah  

Tildak me lmbahas 

telntang 

pelrtilmbangan 

hukum dan 

Elkse lkusil Hak 

Tanggungan  

2. Ailda Fauzilyah 

Filtrilanil, “Praktelk 

Akad musya<rakah} 

Dalam Pelmbilayaan 

Modal Kelrja Dil Bril 

Syaril’ah Cabang 

Malang Pelrspelktilf 

Fatwa Dsn Muil 

Nomelr : 08/Dsn-

Muil/Ilv/2000 Telntang 

Akad musya<rakah}”  

sama-sama 

melmbahas Akad 

Musya<rakah  

Tildak me lmbahas 

telntang 

pelrtilmbangan 

hukum dan 

Elkse lkusil Hak 

Tanggungan  

3. Ucil Hardilka Saril, 

“Tilnjauan Hukum 

Ilslam Telrhadap 

Lellang Hak 

sama-sama 

melmbahas Lellang 

Hak Tanggungan  

Tildak me lmbahas 

telntang 

pelrtilmbangan 

hukum dan Akad 

                                                           
24 Uci Hardika Sari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Hak Tanggungan Atas 

Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Bprs Harta Insan Karimah Yogyakarta” Skripsi, Prodi Hukum 

Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2018. 
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Tanggungan Atas 

Pelnyellelsailan 

Pelmbilayaan Macelt Di l 

Bprs Harta Ilnsan 

Karilmah Yogyakarta”  

musya<rakah  

 

F. Metode Penelitian 

Meltodel pelnelliltilan melrupakan cara i llmilah untuk me lndapatkan data 

delngan tujuan dan ke lgunaan telrtelntu. Cara i llmilah be lrartil kelgilatan 

pelnelliltilan iltu dildasarkan pada cilril-cilril kelillmuwan, yailtu rasilonal, elmpilrils, 

dan silstelmatils. Rasilonal be lrartil kelgilatan pelnelliltilan yang di llakukan delngan 

cara-cara yang masuk akal, se lhilngga telrjangkau olelh pe lnalaran manusila. 

Elmpilrils belrartil cara-cara yang dillakukan dalam pelnelliltilan dapat dilamati l 

olelh ilndra manusila. Si lstelmatils artilnya, prose ls yang di lgunakan dalam 

pelnelliltilan melnggunakan langkah-langkah telrtelntu yang be lrsilfat logils.
25

 

Meltodel pelnelliltilan melnjellaskan meltodel atau proseldur pelnelliltilan yang akan 

dillakukan untuk me lmpelrolelh jawaban daril pelnelliltilan yang di llakukan. 

Belbelrapa meltodel yang dilgunakan selbagail belrilkut: 

1. Jelnils Pelnelliltilan  

Jelnils pelnelliltilan ilnil adalah pelnelliltilan kelpustakaan (lilbrary 

relselarh), yailtu pelnelliltilan delngan cara melngkajil dan melnellaah 

sumbelr-sumbelr telrtulils delngan cara melmpellajaril, melnellaah dan 

melmelrilksa bahan-bahan kelpustakaan yang me lmpunyail rellelvansi l 

                                                           
25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2019), hlm. 2. 
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delngan matelril pelmbahasan.  Me lnurut Soe lrjono Soelkanto, bahwa 

pelnelliltilan hukum yang di llakukan delngan cara melnelliltil bahan pustaka 

atau data selkundelr, dapat dilnamakan pelnelliltilan hukum normatilf atau 

pelnelliltilan kelpustakaan (di lsampilng pelnelliltilan hukum sosi lologils atau 

elmpilrils yang telrutama me lnelliltil data prilmelr).
26

 

Dalam pelnelliltilan ilnil, pelnulils melncoba untuk me lnulusuril 

belrbagail relfelnsil yang be lrsilfat kelpustakaan untuk me lncaril tiltilk telmu 

dan melnjawab pe lrsoalan telrhadap Pe lrtilmbangan Hakilm Pada 

Pelneltapan Akta Pe lrdamailan Dalam Pe lrjanjilan Akad Musya<rakah 

(Studil Pada Penetapan Pelngadillan Agama Nomor: 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg). 

2. Pelndelkatan Pelnelliltilan 

Pelnelliltilan ilnil melnggunakan meltodel kualiltatilf delngan meltodel 

pelndelkatan yang di lgunakan dalam pe lnelliltailan ilnil adalah pe lndelkatan 

yurildils normatilfel. Yurildils normatilfel yailtu jelnils pelndelkatan yang 

melnggunkan keltelntuan pelrundang-undangan yang be lrlaku pada suatu 

nelgara atau meltodel pelndelkatan hukum doktri lnal yailtu teloril-teloril 

hukum dan pelndapat para I llmuwan hukum telrutama be lrkailtan delngan 

pelrmaslahan yang di lbahas.
27

 Pelnelliltilan telntang rilselt yang belrsilfat 

yurildils normatilfel melnggunakan analilsils delngan cara me lngumpulkan, 

melnggambarkan, me lngurailkan data yang di lpelrolelh daril hasill daril 

                                                           
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14. 
27 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1998), hlm. 24. 
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pelraturan pe lrundang-undangan yang be lrlaku kelmudilan di llakukan 

velrilfilkasil apakah se lsuail delngan kondilsil dil lapangan untuk di lcari l 

korellasilnya delngan teloril yang belrkailtan dalam pelmbahasan ilnil. 

Landasan teloril dilmanfaatkan se lbagail pelmandu agar fokus pe lnelliltilan 

selsuail delngan fakta dil lapangan. 

3. Sumbelr Data 

Data adalah bahan untuk pe lnelliltilan. Ada 2 Sumbe lr data 

pelnelliltilan ilnil yailtu sumbelr prilmelr dan sumbelr selkundelr.  

a. Sumbelr Data Pri lmelr  

Sumbelr data prilmelr melrupakan ilstillah yang di lgunakan 

dalam se ljumlah di lsilpliln illmu untuk me lnggambarkan bahan 

sumbelr yang telrdelkat delngan orang, i lnformasil, pelrilodel, atau ilde l 

yang dilpellajaril.
28

 Sumbelr data prilmelr yai ltu putusan terkait 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg.
29

 Data yang dilpelrolelh me lrupakan data 

daril hasill tellaah dan pe lngkajilan putusan Pe lngadillan Agama 

nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg selbagail sumbelr prilmelr. 

b. Sumbelr Data Se lkundelr   

Sumbelr data selkundelr yailtu sumbelr data yang di lpelrolelh 

langsung daril pilhak lailn, tildak langsung daril subje lk pelnelliltilan.
30

 

Selbellum me llakukan pe lnelliltilan, sumbelr-sumbelr yang ada di l celk 

telrlelbilh dahulu. Data se lkundelr melrupakan pelndelkatan pelnelliltilan 

                                                           
28 Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: 

LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37. 
29 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Penerbit 

Graha Ilmu, 2006), hlm. 224. 
30 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91. 
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prosels analilsa dan i lntelrpreltasil telrhadap data-data te lrselbut se lsuai l 

delngan tujuan pe lnelliltilan.
31

 Belbelrapa sumbe lr data se lkundelr 

dilpelrolelh daril buku-buku dan ilntelrnelt. 

4. Meltodel Pelngumpulan Data 

Meltodel pelngumpulan data pe lnelliltilan ilnil melnggunakan me ltodel 

Dokumelntasil. Me ltodel dokumelntasil selndilril adalah suatu prose ls dalam 

pelngumpulan data de lngan mellakukan pelnellusuran dan pe lnelliltilan 

kelpustakaan. Pelngumpulan data dapat di llakukan dalam be lrbagai l 

selttilng, belrbagail sumbelr, dan be lrbagail cara.
32

 Pelnelliltilan yang 

dillakukan dalam pe lnelliltilan ilnil adalah pelnelliltilan kelpustakaan (lilbrary 

Relselarch) maka pelnulils melnggunakan meltodel dokume lntasil selbagai l 

sarana dalam hal te lrselbut. Meltodel dokumelntasil adalah me lncaril hal-

hal atau varilablel yang belrupa catatan, transkilp, buku, majalah, surat 

kabar, dan se lbagailnya.
33

 Telknilk pelngumpulan data adalah de lngan 

melngkajil dan melnellaah belrbagail buku dan sumbe lr telrtulils lailnnya 

yang melmpunyail rellelvansil delngan kajilan ilnil kelmudilan 

melnggabungkan antara data pri lmelr dan se lkundelr ataupun data 

pelndukung untuk dilsilmpulkan telntang masalah pe lnelliltilan. Karelna 

jelnils pelnelliltilan ilnil adalah pelnelliltilan hukum normati lf, maka pe lnellilti l 

dalam pelngumpulan data di llakukan de lngan cara studi l kelpustakaan 

delngan telknilk dokumelntasil. 

                                                           
31 Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, Pengantar…, hlm. 38. 

32 Sugiyono Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D (Bandung: 

Alfabeta CV, 2009), hlm. 137. 
33 Suharsimi Arikonto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Reineka 

Cipta, 1998), hlm. 149. 
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Dokumeln melrupakan catatan pe lrilstilwa yang sudah belrlalu. 

Dokumeln bilsa be lrbelntuk tulilsan, gambar, atau karya-karya 

monumelntal daril selselorang.
34

 Dokumelntasil melrupakan telknilk 

pelngumpulan data yang di ltujukan pada subye lk pelnelliltilan. 

Dokumelntasil adalah sumbe lr data pasilf artilnya pelnulils dapat mellilhat 

selcara langsung data yang sudah di lcatat delngan bailk dalam be lrbagai l 

dokumelntasil-dokume lntasil yang dilanggap pelntilng, Dokume ln juga 

belrguna selbagail bukti l suatu pelngujilan.
35

  

Dalam pelrkelmbangannya liltelrasil juga dapat me lmanfaatkan 

kelmajuan telknologil mellaluil ilntelrnelt delngan melnggunakan cybelr 

lilbrary yailtu pelrpustakan vi lrtual. Hal te lrselbut juga dapat di ljumpai l 

pada laman maupun we lb relsmil relposiltory pelrpustakaan onli lnel.
36

 

5. Meltodel Analilsils Data 

Meltodel analilsils data yang di lgunakan adalah anali lsa ilsil data 

(contelnt analysils) yailtu pelnelliltilan yang be lrsilfat pelmbahasan te lrhadap 

ilsil suatu ilnformasil telrtulils atau telrceltak dalam meldila massa. Telkni lk 

analilsils yang pe lnulils gunakan dalam pe lnelliltilan ilnil adalah contelnt 

analysils. Contelnt analysi ls melrupakan meltodel yang dilgunakan  untuk 

melnarilk kelsilmpulan me llaluil usaha melnelmukan karaktelrilstilk pelsan 

yang dillakukan se lcara si lstelmatils dan obye lktilf.
37 Telknilk ilnil pelnulils 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian...hlm. 240. 
35 Suharsimi Arikounto, Prosedur Penelitian...hlm. 206. 

 36 Imam Gunawan, Metode penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi  

Aksara, 2014) hlm 80 
37 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1999), hlm. 18. 
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gunakan untuk me lngambill pelndapat daril belrbagail buku yang 

belrkailtan delngan judul yang pe lnulils angkat, ke lmudilan pelnuli ls 

melncoba untuk me lmahamil pelndapat telrselbut untuk se llanjutnya 

dilanalilsa untuk dapat  me lngelmukakan kelsilmpulan,  

Meltodel ilnil dilgunakan pelnulils delngan me llilhat putusan 

Pelngadillan Agama nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Silstelmatilka pelmbahasan dilgunakan agar pe lnelliltilan ilnil telrcapai l 

delngan lelbilh silstelmatils dan telrtata dil seltilap babnya. Adapun si lstelmatilka 

pelmbahasan pelnelliltailan selbagail belrilkut: 

Bab Pelrtama me lrupakan Dalam bab i lnil diljellaskan melngelnai l 

keltelrangan umum dan gambaran te lntang ilsil skrilpsil, dilantaranya be lrilsi l 

telntang Latar be llakang Masalah, De lfilnilsil Opelrasilonal, Rumusan Masalah 

Tujuan Dan Manfaat Pe lnelliltilan, Kajilan Pustaka, Me ltodel Pelnelliltilan dan 

Silstelmatilka Pelmbahasan. 

Bab Ke ldua belrilsil landasan teloril yang belrilsil telntang konse lp Akad, 

hak tanggungan dan musya<rakah}. 

Bab Ke ltilga melmbahas telrkailt putusan Pe lngadillan Agama nomor: 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg, pelrtilmbangan Hakilm dan Putusannya. 

Bab Ke lelmpat be lrilsilkan telntang hasill dan pe lmbahasan yang belrilsi l 

telntang Analilsils elkse lkusil lellang hak tanggungan dalam akad pe lmbilayaan 

musya<rakah} dan analilsils peltilmbangan hakilm telrhadap elkse lkusil lellang hak 
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tanggungan dalam akad pe lmbilayaan musya<rakah} pada putusan Pe lngadillan 

Agama nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. 

Bab Ke llilma Melrupakan pelnutup yang be lrilsil telntang ke lsilmpulan 

pelnelliltilan selrta saran daril pelnulils dalam pelnelliltilan yang di llakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Akad 

Konselp Akad adalah i lstillah yang be lrasal daril bahasa Arab, yang 

selcara umum me lrujuk pada pe lrjanjilan atau transaksil yang dillakukan dalam 

Ilslam. Dalam kontelks keluangan dan bilsnils, konselp akad selrilng kalil melrujuk 

pada pelrjanjilan atau ke lselpakatan yang di llakukan antara pi lhak-pilhak yang 

telrlilbat dalam transaksi l yang melmatuhil prilnsilp-prilnsilp syarilah I lslam. Di l 

dalam Ilslam, ada belbelrapa je lnils akad yang dilakuil, telrmasuk: 

1. Mudharabah: Akad ke lrjasama antara dua pilhak dil mana satu pi lhak 

melmbelrilkan modal (shahi lb al-mal) dan pilhak lailnnya me lmbelrilkan usaha 

dan manajelmeln (mudharilb). Ke luntungan dilbagil selsuail delngan 

kelselpakatan, teltapil kelrugilan se lpelnuhnya diltanggung ole lh pilhak yang 

melmbelrilkan modal. 

2. Musyarakah: Belntuk ke lrjasama dilmana keldua bellah pi lhak melnyeldilakan 

modal dan belrbagil keluntungan selrta kelrugilan selsuail delngan kelselpakatan. 

3. Murabahah: Transaksi l jual bellil dil mana pelnjual melngungkapkan bi laya 

akuilsilsil barang kelpada pe lmbellil dan melnambahkan margi ln keluntungan 

yang dilseltujuil selbellumnya. I lnil selrilng dilgunakan dalam pe lmbilayaan bilsnils. 

4. Iljarah: Se lwa atau kontrak lelasilng dil mana pelmillilk melnye lwakan ase lt 

kelpada pelnyelwa delngan pelmbayaran selwa yang dilteltapkan. 

5. Salam dan I lstilsna': Transaksi l jual bellil masa delpan dil mana pe lmbayaran 

dillakukan dil muka dan barang di ltelrilma dil waktu yang akan datang. Salam 
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adalah untuk barang-barang yang dapat di lsilmpan, se ldangkan I lstilsna' 

adalah untuk barang-barang yang masi lh dalam prosels pelmbuatan. 

Dalam se ltilap transaksi l, prilnsilp-prilnsilp syarilah harus di lpatuhi l, 

telrmasuk larangan rilba (bunga), spe lkulasil belrlelbilhan, dan transaksi l yang 

melngandung unsur-unsur yang tildak je llas atau tildak adi ll. Konselp akad 

melmbelrilkan landasan bagi l praktilk bilsnils dan keluangan I lslam yang se lsuai l 

delngan prilnsilp-prilnsilp agama. 

Adapun belbelrapa pelmbahasan telntang akad melnurut ulama madzhab, 

asas-asas akad, hukum akad, dasar hukum akad, dan pe lmbagilan akad akan 

diljalaskan dil bawah ilnil: 

1. Akad Melnurut Ulama Madzhab 

Akad belrasal daril bahasa arab عقد yang se lcara bahasa melmilli lki l 

belbelrapa artil dilantaranya yailtu ilkatan, pelrtalilan
38

, melngumpulkan, 

melnguatkan, pelrjanjilan, jamilnan. Para ulama‟ me lmbagil makna al-„uqūd 

selcara ilstillah kel dalam dua bagilan. Pe lrtama, al-„uqūd dalam lilngkup 

makna umum yailtu se ltilap kelharusan dan i lkatan, bailk dillakukan olelh dua 

pilhak yang salilng be lrilntelraksil selpelrtil jual bellil, maupun yang di llakukan 

olelh satu pilhak saja se lpelrtil sumpah atau al-yamiln.
39

 

Keldua, al-„uqūd dalam lilngkup makna khusus yailtu ilkatan antara 

dua ujung. Makna yang ke ldua ilnillah yang bi lasa dilgunakan ole lh para 

                                                           
38 Jār Allāh, A. A.-„Azīz B. G. A. „Alī. (1438). Ahkām wa Ḍawābit Al-„Uqūd 

Alelektrōniyah fī Al-fiqh Al-Islāmī wa Al-qānūn “bi Al-taṭbīq „Alā Niẓām Alta„āmulāt Al 

elektrōniyah Al-Su„ūdi.” Riyāḍ: Dār Al kutub Al-jāmi „ili Al-nayr wa Al-tauzi. 
39 Al-„Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al 

Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta‟ṣīliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah. Riyāḍ: 

kunūzisybīliy. 
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fuqaha (Al-„Ilmronī, 2006). Makna akad se lcara khusus me lnurut hanabillah, 

syafililyah dan hanafilyah yai ltu telkad keldua bellah pilhak yang be lrakad atau 

belrsumpah untuk me llakukan selsuatu yang dilawalil delngan adanya i ljab 

kabul. 

Melnurut filqh hanafilyah se lbagailmana dalam majallāt al-ahkām al 

„adlilyāt yang dilkutilp olelh abd al-azīz melnyatakan bahwa akad yai ltu, 

kelselpakatan keldua be llah pilhak telrhadap se lsuatu yang di lungkapkan dalam 

iljab dan qabul. Badr ad-dīnasy-syāfil„il melnyatakan bahwa akad me lrupakan 

pelrtalilan antara iljab dan qabul. Makna akad melnurut filqh hanabillah yailtu 

muamalah yang me lnilmbulkan kelwajilban dilanatara ke ldua bellah pilhak 

belrdasarkan adanya iljab dan qabul. 

Belrdasarkan be lbelrapa makna di l atas, akad melnurut ilstillah filkilh 

yang be lrsilfat khusus melncakup selluruh akad-akad mālilyah yang 

dillaksanakan olelh dua be llah pilhak atau le lbilh se lpelrtil akad jual be llil, iljarah, 

gadail dan lailn se lbagailnya, se lrta akad-akad gailr mālilyah se lpelrtil akad nilkah 

dan lailn-lailn. Pe lnggunaan kalilmat akad dapat di lgunakan se lcara langsung 

selbagailmana makna asalnya yang be lrmakna ilkatan selpelrtil melngilkat tali l 

dan dapat pula di lgunakan se lcara kilasan yailtu ilkatan antara i ljab dan qabul. 

Delngan delmilkilan, ahlil bahasa melnggunakan kalilmat akad se lcara maknawi l 

atau kilasan selpelrtil jual be llil, nilkah dan lailn selbagailnya.
40

 

Dalam pasal 262 Mursyi ld al-Hailran selbagailmana di lkutilp Syamsul 

Anwar, akad me lrupakan pelrtelmuan antara iljab yang di lajukan olelh salah 

                                                           
40 Jār Allāh, A. A.-„Azīz B. G. A. „Alī. Ahkām wa Ḍawābit Al-„Uqūd Alelektrōniyah fī 

Al-fiqh Al-Islāmī wa Al-qānūn “bi Al-taṭbīq „Alā Niẓām Alta„āmulāt Al elektrōniyah Al-Su„ūdi.” 

Riyāḍ: Dār Al kutub Al-jāmi „ili Al-nayr wa Al-tauzi. (1438). 
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satu pilhak delngan qabul daril pilhak lailn yang kelmudilan melnilmbulkan 

akilbat hukum pada obje lk akad.
41

 

Pelngelrtilan Akad me lnurut kompillasil hukum e lkonomil syarilah 

adalah suatu kelselpakatan dalam suatu pe lrjanjilan yang di llakukan olelh dua 

pilhak atau lelbilh untuk mellakukan dan atau tildak mellakukan pe lrbuatan 

hukum telrtelntu
42

 Dil I lndonelsila, akad dilkelnal delngan ilstillah kontrak. 

Melnurut Ilbnu Abildiln selbagailmana dilkutilp Manan, makna kontrak 

selcara telrmilnologil yailtu pelrtalilan antara iljab dan qabul yang se lsuail delngan 

kelhelndak Allah dan Rasul-Nya dan dilbelnarkan ole lh syarilah yang 

kelmudilan melnilmbulkan aki lbat hukum telrhadap objelknya.
43

 

Daril urailan melngelnail makna akad dil atas, akad me lnurut pelnulils 

yai ltu kelselpakatan atau hubungan antara dua pi lhak atau le lbilh yang 

dilungkapkan dalam suatu i ljab dan qabul untuk me llakukan maupun tildak 

mellakukan selsuatu, se lrta melnilmbulkan hak dan ke lwajilban dilantara 

kelduanya. 

Delngan delmilkilan dapat dilkeltahuil bahwa akad dapat me lnilmbulkan 

hak dan kelwajilban bagil keldua bellah pilhak. I lltilzām atau ke lharusan telrselbut 

yai ltu, se ltilap taṣarruf yang me lmillilkil artil melmbelrilkan atau me lmilndahkan 

atau melnggantil atau me lnghillangkan hak, bailk belrsumbe lr daril kelilngilnan 

selselorang se lcara pri lbadil selbagailmana dalam wakaf, talak dan lai ln 

                                                           
41 Anwar, S. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. 

(2010). 
42 Perundang-Undangan, H. P. Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan 

Nasional. Jakarta: Fokusmedia (2010). 
43 Manan, A. Hukum Ekonomi Syariah dalam Persepektif Peradilan Agama. Kencana 

Pernada Media Group, Jakarta. (2012). 
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selbagailnya ataupun ke lilngilnan keldua bellah pilhak selpelrtil jual be llil, selwa 

melnyelwa dan lailn-lailn.
44

 

Dalam lilngkup hukum I lndonelsila, akad dilselbut delngan ilstillah 

pelrjanjilan, pelrilkatan
45

 atau hukum kontrak se lbagailmana dalam 

KUHPelrdata. Di l Ilndonelsila, telrdapat hukum kontrak yang be lrilsil telntang 

aturan-aturan telrkailt pellaksanaan pelrjanjilan dan pelrseltujuan. Hukum 

kontrak dalam bahasa be llanda dilselbut ovelrelelnscom stre lcht atau dalam 

bahasa Ilnggrils dilselbut delngan contract of law.
46

 

Selbellum pelnjajah me lmbelrlakukan hukum melrelka dil Ilndonelsila, 

hukum kontrak yang be lrlaku dil masyarakat adalah hukum adat te lrmasuk 

dil dalamnya hukum kontrak. Hukum adat yang be lrkailtan delngan hukum 

kontrak yang belrlaku pada masa i ltu mellilputil kontrak yang be lrkailtan 

delngan tanah, pelrkawi lnan, jual bellil dan lailn se lbagailnya. Namun de lmilkilan, 

kontrak telrselbut pada umumnya di llakukan se lcara lilsan saja dan be lrsilfat 

rilill se lhilngga apabilla kontrak telrselbut bellum dillakukan dan baru hanya 

kelselpakatan saja maka kontrak te lrselbut dilanggap tildak pelrnah ada.
47

 

Pelndapat-pelndapat melngelnail makna akad dalam li lngkup hukum 

Ilndonelsila melnunjukan be lbelrapa hal yai ltu pelrtama, akad me lrupakan 

pelrtelmuan antara i ljab dan qabul yang me lngakilbatkan tilmbulnya suatu 

                                                           
44 Khosyi‟ah, S. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. Bandung: Pustaka Setia. 
45 Saebani, B. A. (2018). Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia. Bandung: 

CV Pustaka Setia. 
46 H. S., S. (2011). Hukum Kontrak"Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak". Jakarta: 

Sinar Grafika. 
47 Fuady, M. (2007). Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: PT. 

Citra Adiya Bakti. 
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akilbat hukum.
48

 Keldua, akad me lrupakan tilndakan hukum yang di llakukan 

olelh dua pilhak. Hal i lnil dilkarelnakan akad me lrupakan pe ltelmuan iljab yang 

melngungkapkan kelhelndak daril satu pilhak dan qabul yang melnyatakan 

kelhelndak daril pilhak lai ln.
49

 Keltilga, akad be lrtujuan untuk me llahilrkan 

akilbat hukum yailtu me lngungkapkan maksud belrsama yang di ltuju dan 

yang helndak dilwujudkan ole lh para pilhak mellaluil pelmbuatan akad telrselbut 

syarat dan rukun akad.
50

 

Rukun dan syarat akad yang harus di lpelnuhil dalam me llakukan 

akad, melnurut madzhab hanafi l rukun akad hanya satu yai ltu si lghat akad 

yang belrupa iljab dan qabul, atau pe lrbuatan yang me lnunjukan adanya 

kelrildoan untuk mellakukan pelrtukaran bailk belrupa ucapan maupun 

pelrbuatan, se ldangkan syaratnya adalah „aqi ldailn dan al-ma‟qud „alailh atau 

objelk akad.
51

 Hal ilnil dilkarelnakan tildak mungkiln dapat te lrjadil shilghat iljab 

qabul apabilla tildak ada keldua org yang belrakad dan tildak ada obyelk akad. 

Lailn halnya de lngan madzhab Syafi l‟il dan Malilkil yang melnjadilkan 

„aqildailn dan al-ma‟qud „alailh selbagail rukun akad. Hal i lnil dilkarelnakan 

kelduanya melrupakan unsur utama telrlaksananya suatu akad. Jumhur 

ulama belrpelndapat bahwa rukun akad yai ltu al-„aqildailn atau dua pilhak 

                                                           
48 Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat. 
49 Abidin, H. Z., Andreas, H., Djaja, R., Darmawan, D., & Gamal, M. (2008). Land 

subsidence characteristics of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys. Gps 

Solutions, 12(1), 23–32. 
50 Basyir, A. A. (2000). Asas-Asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam. 
51 Al-zuhailī, W. (2008). Al-fiqh Al-islāmīwa Adillatuhu (Vol. 4). Damaskus: Dār Al-fik. 



33 
 

 
 

yang belrakad, al-ma‟qud „alailh atau obyelk akad dan si lghat al-„aqdil yailtu 

iljab dan qabul.
52

 

Dalam KHElS rukun akad telrdilril daril elmpat unsur yai ltu para pilhak 

yang mellakukan akad, obye lk akad, tujuan pokok akad dan ke lselpakatan.
53

 

Belrdasarkan rukun akad se lbagailmana telrcantum dalam KHE lS dapat 

dilkeltahuil bahwa pelnelntuan rukun akad melngilkutil pelndapat jumhur ulama 

delngan adanya pelnyelsuailan kontelks kelilndonelsilaan. 

Rukun-rukun telrselbut melmillilkil syarat yang harus dilpelnuhil. Syarat 

bagil para pilhak me lnurut KHElS yailtu melmillilkil kelcakapan dalam 

mellakukan pelrbuatan hukum
54

 Delmilkilan halnya melnurut jumhur ulama 

yang melnsyaratkan „aqildailn haruslah orang yang be lrakal dan mumayyi lz.
55

 

Namun delmilkilan, telrdapat pelrbeldaan pelndapat dalam hal 

kelbolelhan akad yang dillakukan olelh anak ke lcill. Me lnurut ulama 

Hanabillah, akad jual be llil seldelrhana yang di llakukan anak ke lcill hukumnya 

bolelh melskilpun anak telrselbut bellum mumayyi lz dan ti ldak melndapatkan 

iljiln daril walilnya. Akan te ltapil apabilla akad jual be llil yang di llakukan ole lh 

anak kelcill telrselbut be lrkailtan delngan jumlah yang banyak maka hal 

telrselbut tildak dilpelrbolelhkan melskilpun walilnya melngiljilnkan.
56
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Lailn halnya delngan ulama Syafi l‟ilyah yang me llarang akad jual 

bellil bagil elmpat golongan yailtu anak kelcill bailk yang sudah mumayyi lz 

maupun yang bellum mumayyi lz, orang gilla, hamba me lskilpun dila mukallaf 

dan orang yang buta. Larangan telrselbut belrilmplilkasil pada batalnya akad 

jual bellil yang dillakukan salah satu dil antara melrelka.
57

 

Ulama Hanafilyah tildak melnsyaratkan balilgh bagi l „āqildailn, 

selhilngga akad yang di llakukan olelh anak kelcill yang sudah mumayyi lz dan 

melncapail usila tujuh tahun adalah sah ke lcualil akad yang dapat 

melnilmbulkan madharat.
58

 

Seltellah melmahamil syarat yang harus di lpelnuhil olelh „āqildailn, 

sellanjutnya adalah syarat bagi l obye lk akad yang juga harus di lpelnuhil. 

Belrdasarkan KHElS, syarat obye lk akad adalah amwal atau jasa yang 

dilhalalkan dan di lbutuhkan ole lh masilng-masilng pilhak.
59

Jumhur ulama 

melnsyaratkan bahwa obye lk akad harus belrupa selsuatu yang suci l, obye lk 

akad ada dan dapat di lselrahkan pada saat di llakukan akad, dapat diltelntukan 

dan dilkeltahuil.
60

 

Syarat yang harus di lpelnuhil sellanjutnya yailtu telrkailt iljab dan qabul 

Iljab adalah pe lnawaran yang yang di lajukan olelh salah satu pi lhak, dan 

qabul melrupakan jawaban pe lrseltujuan yang di lbelrilkan pilhak lailn yakni l 

miltra akad se lbagail tanggapan telrhadap pelnawaran pilhak pe lrtama. Akad 

tildak akan telrjadil apabilla pelrnyataan ke lhelndak masilng-masilng pilhak tildak 

                                                           
57 Al-jazīrī, A. A. (2004). Al-fiqh ‟Alā Al-mażahib Al-arba‟ah. Dār Al-Fajr Li Al-Turā, 3 
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belrkailtan satu sama lai ln. Hal i lnil dilkarelnakan akad adalah ke ltelrkailtan 

kelhelndak keldua pilhak yang telrcelrmiln dalam i ljab dan qabul. Di lsampilng 

iltu, iljab qabul juga dilsyaratkan dillakukan dalam satu maje llils.
61

 

Seltellah melmahamil belbelrapa syarat yang harus di lpelnuhil dalam 

akad, dapat dilpahamil bahwa pellaksanaan akad dapat dilkellompokan 

melnjadil dua bagilan yai ltu akad dillakukan delngan ucapan se lpelrtil nilkah dan 

lailn selbagailnya dan akad yang di llakukan delngan pelrbuatan se lpelrtil jual 

bellil mu‟athah melnurut se lbagilan ulama.
62

 Dil Ilndonelsila, pellaksanaan iljab 

dan qabul dapat dillakukan de lngan elmpat cara yailtu lilsan, tuli lsan, ilsyarat 

dan pelrbuatan.
63

 

2. Asas-asas akad 

Asas-asas akad dilkelmukakan dalam BAB IlIl pasal 21 KHElS 

dilantaranya yailtu, asas sukare lla
64

, amanah atau me lnelpatil janjil, asas kelhatil-

hatilan, luzum atau ti ldak belrubah, salilng melnguntungkan, adanya 

kelseltaraan, transparansil, adanya ke lmampuan, kelmudahan, i l‟tilkad yang 

bailk dan se lbab yang halal
65

 Syamsul Anwar me lngelmukakan be lbelrapa 

asas-asas pelrjanjilan dalam hukum i lslam se lcara lelbilh rilncil dilantaranya 

yai ltu pelrtama, asas i lbahah yang melrupakan asas umum hukum i lslam 

dalam bildang muamalat. Asas i lnil dilrumuskan dalam suatu kaildah “pada 
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asasnya se lgala se lsuatu iltu bolelh dillakukan sampail ada dalill yang 

mellarangnya”. Ke ldua, asas Ke lbelbasan Belrakad, yailtu prilnsilp hukum yang 

melnyatakan bahwa se ltilap orang dapat me lmbuat akad apa saja tanpa te lrilkat 

apapun se ljauh tildak be lrakilbat melrugilkan orang lai ln. Keltilga, Asas 

Konselnsualilsmel yailtu kelselpakatan antara para pi lhak. Ke lelmpat, asas Janjil 

iltu Me lngilkat dan waji lb dilpelnuhil. Ke llilma, asas Ke lselilmbangan, bailk 

kelselilmbangan antara apa yang di lbelrilkan dan apa yang di ltelrilma maupun 

kelselilmbangan dalam me lmilkul relsilko. Ke lelnam, asas Ke lmaslahatan yang 

melnelgaskan bahwa para pi lhak melmbuat akad be lrtujuan untuk 

melwujudkan kelmaslahatan bagil melrelka dan ti ldak bolelh melnilmbulkan 

mudharat. Ke ltujuh, asas Amanah me lngandung makna masi lngmasilng 

pilhak harus melmillilkil il‟tilkad bailk dalam be lrtransaksil delngan pilhak 

lailnnya. Ke ldellapan, asas Ke ladillan yang melrupakan tujuan yang he lndak 

dilcapail olelh selmua hukum.
66

 

Telrkailt asas-asas kontrak Mannan melnambahkan asas pe lrsamaan 

dan kelseltaraan, asas ke lrellaan yang te lrtuang dalam formulasi l iljab dan 

qabul dan asas telrtulils be lrdasarkan Q.S. Al-baqarah: 282-283.
67

 

Belrdasarkan asas-asas telrselbut dapat dilkeltahuil bahwa apabilla para 

pilhak tildak mellakukan akad, sama halnya de lngan tildak mellakukan 

syarilah. Hal ilnil dilkarelnakan tujuan utama syari lah adalah untuk 

kelmashlahatan umat manusi la. De lmilkilan halnya tujuan para pi lhak dalam 
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mellakukan akad harus be lrpelgang telguh pada asas ke lmashlahatan bagi l 

keldua bellah pilhak se lhilngga akad yang dilbuat tildak melnilmbulkan 

madharat bagil kelduanya. 

3. Hukum akad 

Hukum akad me lnurut KHElS dilbagil melnjadil tilga katelgoril. 

Pelrtama, akad yang sah yai ltu akad yang telrpelnuhil rukun dan syarat-

syaratnya. Ke ldua, akad yang fasad yai ltu akad yang telrpelnuhil rukun dan 

syarat- syaratnya akan te ltapil telrdapat suatu hal yang me lrusak akad 

telrselbut belrdasarkan pe lrtilmbangan mashlahat. Ke ltilga, akad yang batal 

yai ltu akad yang telrdapat kelkurangan pada rukun dan atau 

syaratsyaratnya.
68

 

Melnurut Jumhur ulama, hukum akad di lbagil melnjadil dua yai ltu 

akad yang sah dan akad yang ti ldak sah. Akad yang sah yai ltu akad yang 

telrpelnuhil selmua akad dan rukunnya, se ldangkan akad yang tildak sah yailtu 

akad yang tildak telrpelnuhil syarat dan rukunnya. Akad yang ti ldak telrpelnuhi l 

syarat dan rukunnya di lnamakan akad fasild atau batill. Lailn halnya de lngan 

hanafilyah yang melmbeldakan antara akad fasi ld dan batill. Akad fasild 

melnurut Hanafilyah yai ltu akad yang di llarang se lcara syara se lpelrtil akad 

yang melngandung ri lba. Sellanjutnya, akad bati ll yailtu akad yang ti ldak 

dillarang selcara rilill dil dalam syarilat, selpelrtil jual bellil bangkail.
69

 

 

                                                           
68 Perundang-Undangan, H. P. (2010). Undang-undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan 

Nasional. Jakarta: Fokusmedia. 
69 Al-„Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al 

Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta‟ṣīliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah. Riyāḍ: 

kunūzisybīliy. 
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4. Dasar hukum akad 

Dalam al-quran, telrdapat tujuh ayat yang me lnggunakan kata akad 

dan urunannya yai ltu dalam Q.S. Al-baqarah: 235, 237, Q.S. An-nilsa: 33, 

Q.S. Almaildah: 1, 89, Q.S. Thaha: 27 dan Q.S. Al-falaq: 4. 

Pelnggunaan lafadz عقدة pada Q.S. Al-baqarah: 235, 237 

melnunjukan makna akad se lcara khusus yaknil akad nilkah
70

. Pada Q.S. 

Annilsa: 33 lafadz عقدت belrmakna janji l seltila
71

 yang di lucapkan olelh 

selselorang kelpada orang lailn untuk salilng melwarilsil.
72

 Melnurut Abu 

Muslilm Al-ashfahanil dan Syailkh Muhammad Abduh selbagailmana dilkuti lp 

Qurailsh Shi lhab dalam tafsi lrnya, melnyatakan bahwa janji l seltila yang 

dilmaksud pada ayat te lrselbut adalah janjil seltila antara suami l dan ilstri l 

selhilngga melnurutnya yang be lrhak melndapatkan bagilan warilsan adalah 

ilbu, bapak, karilb kelrabat dan pasangan suami l ilstril.
73

 

Q.S. Al-maildah: 1 me lmelrilntahkan se lcara telgas ke lpada orang-

orang yang belrilman untuk me llaksanakan se ltilap akad pelrjanjilan bailk yang 

telrsurat maupun telrsilrat dil dalam al-quran.
74

 Melnurut I lbnu „Abbas 

selbagailmana dilkutuilp I lbnu Katsilr dalam tafsilrnya, yang di lmaksud delngan 

akad pada ayat i lnil adalah janji l-janjil selrta sumpah-sumpah untuk me lntaati l 

selgala yang dilpelrilntahkan dan me lnjauhil selgala yang dillarang olelh Allah. 

                                                           
70 Kaṡīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-‟Aẓīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīṡ 
71 Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur‟an.” 

In 1. Tangerang: Lentera Hati. 
72 Kaṡīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-‟Aẓīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīṡ 
73 Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur‟an.” 

In 1. Tangerang: Lentera Hati. 
74 Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur‟an.” 

In 1. Tangerang: Lentera Hati. 
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Selcara spe lsilfilk, Zaild biln Aslam belrpelndapat bahwa akad-akad yang 

dilmaksud pada ayat i lnil mellilputil elnam hal yai ltu, janjil hamba ke lpada Allah, 

akad syilrkah, akad jual be llil, akad nilkah, akad sumpah, be lrsumpah de lngan 

nama Allah, akad sumpah.
75

  

Pada Q.S. Thaha: 27 lafadz عقدة belrmakna khusus yakni l 

melnunjukan artil gagap atau ce llat se lhilngga kelsuliltan untuk be lrbilcara 

delngan fashilh melnurut suatu ri lwayat.
76

 Seldangkan melnurut Qurailsh 

shilhab se lbagailmana dalam tafsi lrnya, yang di lmaksud delngan عقدة pada ayat 

telrselbut yailtu kelkurang fashilhan nabil Musa dalam belrbahasa I lbranil.
77

  

Lafadz العقد pada Q.S. Al-falaq: 4 dapat dilmaknail delngan makna 

hakilkil yailtu talil yang me lngilkat. Dalam ayat i lnil talil yang maksud adalah 

silmpul-silmpul atau buhul-buhul yang dilgunakan olelh pelnyi lhilr.
78

 

Belrdasarkan belbelrapa ayat di l atas, dapat dilkeltahuil bahwa lafadz عقد dan 

belbelrapa turunannya yang telrdapat dalam al-quran melmillilkil belragam 

makna umum dan khusus, namun de lmilkilan hanya telrdapat satu ayat yang 

melnunjukan makna akad se lcara umum yaknil lafadz العقود selbagailmana 

dalam Q.S. Al-maildah: 1. De lngan delmilkilan, Q.S. Al- maildah: 1 dapat 

diljadilkan landasan hukum be lrbagail macam akad bailk yang di lbuat ole lh 

selsama manusila maupun akad yang dilbuat olelh manusila delngan Allah. 

 

                                                           
75 Kaṡīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-‟Aẓīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīṡ 
76 Kaṡīr, I. (2005). Tafsīr al-Qurān al-‟Aẓīm (Vol. 1). Kairo: Dār Al - ḥadīṡ 
77 Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur‟an.” 
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78 Shihab, M. Q. (2016). Tafsir Al- mishbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur‟an.” 
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5. Pelmbagilan akad 

Melnurut Sa‟du Ad-diln akad dapat di lbagil melnjadil belbelrapa 

kellompok yailtu pelrtama, Akad mu‟awaḍāt, selpelrtil jual bellil, iljārah, 

ju‟ālah. Ke ldua, Akad i lrfaq se lpelrtil qard, „ārilyah. Ke ltilga, Akad tabarru‟āt 

selpelrtil hilbah dan hadilah, wakaf. Ke lelmpat, Akad akad i l‟tilmān se lpelrti l 

wadil‟ah.
79

 

Pelmbagilan akad se lcara lelbilh rilncil dapat dilkate lgorilkan melnjadil 

belbelrapa kellompok yai ltu pelrtama, akad be lrnama dan akad tak be lrnama 

selpelrtil, selwamelnyelwa, dan pe lrjanjilan pelnelrbiltan dan lailn se lbagailnya. 

Keldua, akad pokok dan akad ase lsoilr se lpelrtil akad jual be llil dan akad 

kafalah. Keltilga, akad be lrtelmpo dan akad tildak belrtelmpo se lpelrtil selwa-

melnyelwa dan jual be llil. Ke lelmpat, akad konse lnsual, akad formali lstilk dan 

akad rilill selpelrtil jual be llil, akad nilkah dan hilbah. Ke llilma, akad masyru‟ dan 

akad telrlarang se lpelrtil jual bellil dan jual be llil janiln. Ke lelnam, akad yang sah 

dan akad tildak sah. Ke ltujuh, akad me lngilkat dan akad tildak melngilkat 

selpelrtil jual bellil. Ke ldellapan, akad nafilz dan akad mauquf. Ke lselmbillan, 

akad tanggungan, akad ke lpelrcayaan dan akad be lrsilfat ganda. Ke lselpuluh, 

akad mu‟awadah, akad tabaru, dan akad muawadah dan tabaru‟ 

selkalilgus.
80

 Sellailn pe lmbagilan akad se lbagailmana yang tellah dilselbutkan di l 

atas, pelmbagilan akad dapat di lkellompokan belrdasarkan banyaknya akad 

yang dilgunakan dalam satu transaksi l. Pe lngellompokan telrselbut dilbagi l 

                                                           
79 Al-kibbī, S. A. M. (2002). Al-mu„āmalāt Al-māliyah Al-mu„āṣiroh fī Ḍoui Al islām. 

Bairut: Al-maktab Al-islām. 
80 Anwar, S. (2010). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih 

Muamalat. 
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melnjadil dua, yailtu akad tunggal (basīṭ) dan akad maje lmuk (murakkab). 

Akad basilth yailtu, akad yang hanya te lrdilril daril satu macam akad saja. 

Selpelrtil akad jual be llil, akad se lwa melnye lwa dan lailn se lbagailnya. Para 

ulama se lpakat bahwa akad basīṭ hukumnya adalah bole lh sellama ti ldak 

belrtelntangan delngan syarilat ilslam. Se ldangkan akad murakkab yai ltu, suatu 

akad yang dil dalamnya te lrdapat dua akad atau le lbilh, bai lk akad-akad 

telrselbut dilgabungkan atau se lbagail belntuk tilmbal bali lk. Dalam akad 

majelmuk, teltap melmpe lrhatilkan selmua pelrsyaratan yang harus di lpelnuhil.
81

 

Melnurut Najilh Hammad se lbagailmana dilkutilp ole lh Hasanudi ln 

dalam delselrtasilnya, akad murakkab yai ltu, kelselpakatan dua pi lhak untuk 

mellaksanakan suatu akad yang me lngandung dua akad atau le lbilh di l 

dalamnya se lpelrtil jual be llil delngan se lwa, syilrkah, mudharabah dan lai ln- 

lailn, se lhilngga se lmua akilbat hukum akad-akad yang telrhilmpun telrselbut, 

selrta se lmua hak dan ke lwajilban yang diltilmbulkannya di lpandang se lbagai l 

satu kelsatuan yang tildak dapat di lpilsahkan, se lbagailmana akilbat hukum dari l 

satu akad.
82

 

Selcara garils belsar, pelndapat para ulama telrkailt hukum asal al- 

„uqūd almālilyah dapat di lbagil melnjadil dua yailtu pelrtama, pe lndapat jumhur 

ulama hanafilyah, se lbagilan malilkilyah, syafil‟ilyyah dan hanabi llah yang 

melnyatakan bahwa, hukum al-„uqūd al-mālilyah al-murakkabah adalah 

                                                           
81 Al-„Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al 

Māliyyah Al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta‟ṣīliyyah Wa Al Taṭbīqiyyah. Riyāḍ: 

kunūzisybīliy. 
82 Abidin, H. Z., Andreas, H., Djaja, R., Darmawan, D., & Gamal, M. (2008). Land 

subsidence characteristics of Jakarta between 1997 and 2005, as estimated using GPS surveys. Gps 

Solutions, 12(1), 23–32. 
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bolelh dan sah, tildak haram dan tildak batal kelcualil ada dalill syar‟il yang 

melngharamkannya be lrdasarkan Q.S. Al-Maildah: 1. 

Pelndapat lailn dilkelmukakan olelh golongan ḍahilrilyah yang 

melnyatakan bahwa, hukum al-„uqūd al-mālilyah al-murakkabah adalah 

dillarang dan batal, ti ldak dilpelrbolelhkan dan tildak sah kelcualil jilka ada dalill 

syara‟ yang me lnunjukan kelbolelhannya, be lrdasarkan Q.S. Al- Baqarah: 229.
83

 

 

B. Musya<rakah} 

Musya<rakah} adalah salah satu be lntuk akad dalam I lslam yang 

melngacu pada kelrjasama atau ke lmiltraan antara dua pi lhak atau lelbilh dalam 

suatu usaha atau proye lk. Kata Musya<rakah selndilril belrasal daril bahasa Arab 

yang belrartil "belrbagil" atau "be lrsama-sama". Dalam Musya<rakah, keldua bellah 

pilhak atau lelbilh melnyumbangkan modal dan sumbe lr daya untuk me lndilrilkan 

atau melnjalankan suatu usaha atau proye lk. Ke luntungan dan ke lrugilan dari l 

usaha telrselbut dilbagil selsuail delngan kelselpakatan se lbellumnya. Be lrilkut adalah 

belbelrapa poiln pelntilng telntang musharakah: 

1. Kelrjasama: Musharakah me llilbatkan kelrjasama antara pi lhak-pilhak yang 

telrlilbat, dil mana se ltilap pilhak melnyumbangkan modal, ke ltelrampillan, atau 

sumbelr daya lailnnya untuk tujuan belrsama. 

2. Bagil Hasill: Ke luntungan daril usaha yang dillakukan dalam musharakah 

dilbagil selsuail delngan ke lselpakatan antara pilhak-pilhak yang telrlilbat. 

                                                           
83 Al-„Imronī, „Abd-Allāh bin Muhammad bin „Abd-Allāh. (2006). Al-„Uqūd Al 
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Pelmbagilan keluntungan bi lasanya dillakukan se lcara proporsi lonal telrhadap 

sumbangan modal masi lng-masilng pilhak. 

3. Kelrugilan Diltanggung Belrsama: Ke lrugilan dalam musharakah juga 

diltanggung belrsama ole lh pilhak-pilhak yang te lrlilbat, se lsuail delngan proporsil 

sumbangan modal masi lng-masilng. 

4. Transparansil dan Partilsilpasil: Musharakah me lndorong transparansi l dan 

partilsilpasil aktilf daril selmua pilhak yang telrlilbat dalam usaha atau proye lk 

telrselbut. Kelputusan pelntilng bilasanya dilbuat se lcara belrsama-sama. 

5. Dalam Bilsnils dan Keluangan: Musharakah dapat di ltelrapkan dalam 

belrbagail bildang, telrmasuk bilsnils, ilnvelstasil, pelmbilayaan proye lk, dan 

propelrtil. 

6. Pelntilngnya Kelselpakatan: Ke lselpakatan yang jellas dan salilng seltuju pe lntilng 

dalam musharakah. Hal i lnil melncakup pelmbagilan keluntungan, pe lnelntuan 

tanggung jawab dan ke lwajilban masilng-masilng pilhak, se lrta prose ldur untuk 

melngatasil pelrbeldaan pe lndapat. 

7. Komiltmeln Jangka Panjang: Musharakah se lrilng kalil mellilbatkan komiltme ln 

jangka panjang daril pilhak-pilhak yang telrlilbat dalam usaha atau proye lk 

telrselbut. Hal ilnil melnunjukkan pelntilngnya ke lrjasama dan ke lpelrcayaan 

antara pilhak-pilhak yang telrlilbat. 

Musya<rakah melrupakan salah satu i lnstrumeln keluangan I lslam yang 

pelntilng dan dapat dilgunakan dalam be lrbagail kontelks elkonomil dan bilsnils. 

Delngan prilnsilp-prilnsilp yang transparan, adill, dan partilsilpatilf, Musya<rakah 



44 
 

 
 

melnjadil alat yang kuat untuk me lmpromosilkan pelmbangunan elkonomil yang 

belrkellanjutan dan ilnklusi lf dalam kelrangka syarilah Ilslam. 

 

C. Akta Perdamaian 

Pelrjanjilan pelrdamailan dalam kelnyataan i lalah belrupa suatu akta yang 

selngaja dilbuat olelh pilhak – pilhak yang belrselngkelta untuk di lgunakan se lbagai l 

alat buktil sah dan me lngilkat untuk me lnyellelsailkan se lngke lta, Pelrjanjilan 

pelrdamailan harus melmelnuhil belbelrapa kriltelrila yailtu: 

1. Pelrjanjilan pelrdamailan dalam belntuk akta otelntilk 

Pelrjanjilan pelrdamailan yang dilbuat dalam belntuk akta ote lntilk 

harus dilbuat dil hadapan pe ljabat umum, hal i lnil melnunukkan bahwa akta 

telrselbut dilgolongkan ke l dalam partilj akta yang arti lnya adalah akta yang 

belrilsilkan melngelnail apa yang telrjadil belrdasarkan keltelrangan yang 

dbelrilkan olelh para pe lnghadap kelpada Notarils, dalam artilan para pilhak 

melnelrangkan kelpada Notarils dan untuk ke lpelrluan telrselbut se lngaja datang 

kelpada Notarils agar ke ltelrangan atau pelrbuatan telrselbut se lgelra dilnyatakan 

olelh Notarils dil dalam suatu akta Notari ls dan para pe lnghadap 

melnandatanganil akta i ltu. Olelh karelna iltu, dilkatakan akta te lrselbut dilbuat 

"dil hadapan" (telnovelrstaan) Notarils.
84

 Dalam akta partail, para pilhak yang 

belrselngkelta tellah seltuju untuk me lnyellelsailkan se lngkelta di l luar pelngadillan 

dan tellah belrhasill me lncapail suatu kelselpakatan telrtelntu se lbellum melrelka 

melnelmuil Notarils untuk melmbuat pelrjanjilan pelrdamailan. 

                                                           
84 Herlien Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2013, hlm 13 
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2. Akta dilbuat dalam be lntuk yang tellah diltelntukan 

Akta yang di lbuat harus melmelnuhil unsur formi ll yang te llah 

diltelntukan se lsuail Pasal 186 Ki ltab Undang-undang Hukum Pe lrdata yang 

melnyatakan bahwa Suatu akta ote lntilk ilalah suatu akta yang di lbuat dalam 

belntuk yang diltelntukan Undang-undang olelh atau dil hadapan pe ljabat 

umum yang be lrwelnang untuk iltu dil telmpat akta iltu dilbuat. suatu akta 

Notarils bilasanya telrdapat tilga bagilan, yaknil: Awal akta atau ke lpala akta, 

Badan akta, Akhilr akta atau pe lnutup. 

3. Kelwelnangan Notarils 

Selorang Notarils yang melmbuat akta telrselbut melmang hanya 

melmpunyail welwelnang untuk me lmbuat akta yang diltugaskan ke lpadanya, 

karelna ada belbelrapa akta yang bukan me lrupakan kelwelnangan se lorang 

Notarils untuk melmbuatnya. Contohnya adalah ke ltelntuan pasal 55 ayat (1) 

Undangundang Relpublilk Ilndonelsila Nomor 30 Tahun 2004 yang te llah 

dilubah melnjadil Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Te lntang Jabatan 

Notarils yang me lnyatakan bahwa Notarils tildak dilpelrkelnankan melmbuat 

akta untuk dilril selndilril, ilstril/suamil, atau orang lai ln yang me lmpunyai l 

hubungan kelkelluargaan de lngan Notarils bailk karelna pelrkawilnan maupun 

hubungan darah dalam gari ls kelturunan lurus ke l bawah dan/atau ke l atas 

tanpa pelmbatasan de lrajat, se lrta dalam garils kel sampilng sampail delngan 

delrajat keltilga,selrta melnjadil pilhak untuk dilril selndilril, maupun dalam suatu 

keldudukan ataupun de lngan pelrantaraan kuasa. Akta pe lrdamailan melmillilki l 
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dua ilstillah yaknil acte l van dadilng dan actel van velrgelliljk. Ilstillah actel van 

dadilng dilgunakan ole lh Reltno Wulan Sutantilo. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg 

 

A. Pihak Berperkara 

Dalam kasus pe lrmasalah yang telrjadil adalah dalam putusan 

Pelngadillan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg, dilmana dalam putusan 

telrselbut diljellaskan pelnggugat melrupakan Trilels Prilyambodo, Jabatan Di lrelktur 

Utama PT. DOTUKU, Telmpat/Tgl Lahilr Se lmarang, 04 Agustus 1965, Jelnils 

Kellamiln lakil-lakil, Agama I lslam, Pe lkelrjaan Wilraswasta, Status Pe lrkawilnan 

Kawiln, Alamat Jl. Manggils 4 C Randusaril RT. 002 RW. 004, Kell./Delsa 

Kramat Utara, Ke lc. Mage llang Utara, Kota Magellang. Se ldangkan telrgugat 

melrupakan PT. Bank Tabungan Ne lgara (Pe lrselro) Tbk, Kantor Cabang Syari lah 

Selmarang dil Jl. Ahmad Yani l No.181 Wonodril, Ke lcamatan Se lmarang Sellatan, 

Kota Se lmarang, dalam hal i lnil dilwakillil olelh Lusilana Anjarsaril, sellaku Lelgal 

Dilvilsilon He lad PT Bank Tabungan Ne lgara (Pe lrselro) Tbk, be lrtelmpat tilnggal di l 

Jakarta, belrtilndak dalam jabatannya te lrselbut belrdasarkan Surat Kuasa Di lrelksi l 

No. 111/KUASA/DIlR/2019 tanggal 06 De lselmbelr 2019 delngan de lmilkilan sah 

belrwelnang dalam jabatannya se llanjutnya melmbelrilkan kuasa ke lpada: Willson 

Lilel Silmatupang, S.H., M.H., Ci lko Hadilantono, S.H., Wandilra Kusuma 

Wardana, S.H., Thomas Cri lstilan Wilbowo, S.H., Adhi lguna Wilrayudha, S.H., 

Reldilta Astaril, S.H., Re lnnilelr Friltz Nuriladil dan Muhammad Nahdudi ln 

Masykur. 
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B. Duduk Perkara  

Dalam duduk pelrkara diljellaskan bahwa Pe lnggugat dan Telrgugat tellah 

melmbuat dan melnandatanganil Akad Pelmbilayaan Musya<rakah} No. 162 

telrtanggal 30 Juli l 2015 de lngan Nomor Loan 71405379 yang be lrtujuan Modal 

Kelrja pelmbangunan proye lk pelrumahan “Alam Kalilmanah I lndah” yang 

Dilbilayail olelh Telrgugat Se ljumlah Rp. 1.370.000.000,-. 

 

C. Dalil Gugatan 

Dalam pelrjalanan usaha pe lnggugat melngalamil kelndala dalam 

usahanya se lhilngga pe lnggugat tildak dapat me lmbayarkan Nilshbah nya kelpada 

telrgugat. Akan te ltapil pelnggugat masilh sanggup me lmbayar se lmua 

pilnjamannya, dan me lmilnta agar me lmbelrilkan waktu untuk bangki lt kelmbali l 

dalam usahanya dan me lrasa nyaman dalam usahanya, me lngilngat Bank 

Syaril’ah belrsilfat ta’awun (tolong melnolong) atau melmbelrilkan kellonggaran 

untuk melnjual asseltnya se lndilril tanpa lellang agar me lndapatkan hak jual yang 

selsuail pasaran se lhilngga si lsa daril pelmbayaran hutang ke lpada Telrgugat dapat 

untuk dilgunakan selbagail modal usaha. Pe lnggugat juga melrasa bahwa telrgugat 

seljatilnya tildak mellakukan Ke lrjasama delngan pelnggugat akan teltapil tellah 

melmilnjamkan uang ke lpada pelnggugat delngan alilh-alilh kelrjasama bagi l hasill 

(Musya<rakah}) dan tildak se lsuail keltelntuan dalam fatwa DSN MUIl No: 

08/DSN-MUIl/IlV/2000 telntang akad Pelmbilayaan Musya<rakah}. 
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D. Pertimbangan Hakim 

Pelrtilmbangan hakilm melrupakan salah satu aspe lk telrpelntilng dalam 

melnelntukan telrwujudnya ni llail daril suatu putusan hakilm yang me lngandung 

keladillan (elx aelquo elt bono) dan melngandung kelpastilan hukum, di l sampilng iltu 

juga melngandung manfaat bagil para pilhak yang belrsangkutan se lhilngga 

pelrtilmbangan hakilm ilnil harus dilsilkapil delngan telliltil, bailk, dan celrmat. Apabilla 

pelrtilmbangan hakilm tildak telliltil, bailk, dan celrmat, maka putusan haki lm yang 

belrasal daril pelrtilmbangan hakilm telrselbut akan dilbatalkan ole lh Pe lngadillan 

Tilnggil/Mahkamah Agung.
85

 

Hakilm tildak dapat me lnjatuhkan suatu putusan se lbellum nyata bagilnya 

bahwa pelrilstilwa/fakta telrselbut belnar-belnar telrjadil, yaknil dilbuktilkan 

kelbelnaranya, se lhilngga nampak adanya hubungan hukum antara para pi lhak.
86

 

Maksud daril Pelrtilmbangan hakilm dilsilnil adalah pelrtilmbangan hakilm dalam 

melmutus putusan se lrta pe lnggunaan dalill hukum dalam putusan kasus akad 

pelmbilayaan musya<rakah} dalam putusan Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg. 

Hakilm belrsilkap pasilf untuk melneltapkan bahwa sah atau tildak se lsuai l 

atau tildak proseldur lellang hak tanggungan dilluar pelngadi llan Pelrkara ilni l 

seltellah mellakukan pe lnjulan lellang hak tanggungan gugatan wanpre lstasil baru 

masuk kel pelngadillan maka hakilm hanya melnanganil pelrkara yang ada dalam 

gugatan saja yailtu wanpre lstasil dan pelneltapan silta jami lnan untuk pe llunasan 

silsa kelwajilban Telrgugat namun ji lka ada yang me lnggugat hal telrselbut maka 

                                                           
85 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm.140. 
86

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm.141. 
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Hakilm belrsilfat aktilf jilka ada pe lrkara masuk kel pelngadillan dalam me llilhat 

kelmbalil apakah ada prose ldur yang tildak se lsuail. 

 

E. Putusan 

Majellils tellah melndamailkan pilhak belrpelrkara delngan melmelrilntahkan 

kelpada Pelnggugat dan Telrgugat untuk me ldilasil delngan melnunjuk Dahron, 

S.Ag., M.S.Il selbagail meldilator, dan se lsuail delngan laporannya telrtanggal 20 

Oktobelr 2020 yang melnyatakan bahwa meldilasil tildak belrhasill;  

Melnilmbang, bahwa be lrdasarkan kelselpakatan yang di lbuat tanggal 13 

Aprill 2021 dan diltandatanganil olelh Pilhak Pelrtama (Pe lnggugat) dan Pi lhak 

Keldua (Telrgugat) yang di lsaksilkan olelh saksil-saksil, olelh kare lna kelselpakatan 

telrselbut tildak belrtelntangan de lngan hokum, maka be lrdasarkan Pasal 1320 

KUHPelrdata, kelselpakatan telrselbut patut untuk dilnyatakan sah; 

Melnilmbang, bahwa telrhadap kelselpakatan dan pelrtilmbangan telrselbut, 

belrdasarkan Pasal 1338 KUHPelrdata “Se lmua pelrjanjilan yang di lbuat se lcara 

sah belrlaku bagil undang-undang bagil melrelka yang melmbuatnya.”, maka 

kelpada Pelnggugat dan Telrgugat dilhukum mellaksanakan ke lselpakatan yang 

dilmaksud; 

melnilmbang bahwa be lrdasarkan pasal 181 HI lR se lmua bilaya yang 

tilmbul dalam pe lrkara ilnil selcaratanggung relntelng dilbelbankan kelpada 

Pelnggugat dan Telrgugat; Me lngilngat se lmua pelraturan pelrundang-undangan 

yang belrlaku dan belrkailtan delngan pelrrkara ilnil; 
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Melnghukum Pe lnggugat dan Telrgugat untuk me lmatuhil dan 

mellaksanakan ilsil kelselpakatan pelrdamailan Pelnggugat de lngan Telrgugat 

selbagailmana diltuangkan dalam Akta Pe lrdamailan tanggal 13 Apri ll 2021; 

Melnghukum Pelnggugat dan Telrgugat melmbayar bi laya pelrkara ilni l 

selcara tanggungrelntelng se ljumlah Rp2.429.000,00 (dua juta e lmpat ratus dua 

puluh Selmbillan rilbu rupilah. 

Delmilkilan putusan i lnil diljatuhkan belrdasarkan musyawarah maje llils 

hakilm Pelngadillan Agama Purbali lngga pada haril Sellasa tanggal 13 Apri ll 2021 

Maselhil belrtelpatan delngan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hi ljrilyah. Olelh Drs. H. 

Salilm, S.H., M.H se lbagail Keltua Majellils, Drs. Agus Mubarok dan Drs. 

Barildun, S.H. masilng-masilng selbagail Hakilm Anggota, putusan te lrselbut 

dilucapkan dalam si ldang telrbuka untuk umum pada hari l iltu juga ole lh Ke ltua 

Majellils telrselbut dildampi lngil Hakilm-Hakilm Anggota dan di lbantu olelh Abdul 

Hafild, S.Kom., S.H. se lbagail Paniltelra Pe lnggantil delngan di lhadilril Pelnggugat, 

Telrgugat dan Turut Te lrgugat Il, tanpa hadilrnya Turut Te lrgugat I lIl dan turut 

telrgugat I lIlIl. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan musya<rakah } 

Penetapan akta perdamaian dalam akad pembiayaan musyarakah, 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyatakan 

bahwa "Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekusitorial yang 

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

teltap, dan jika tergugat cidera janji maka berdasarkan titel eksekusitorial yang 

terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut.  

Diperlukan untuk meleltakan sita eksekusi sebelum lelang 

dilaksanakan, karena dalam ketentuan eksekusi lelang terlebih dahulu ada 

ketentuan untuk melaksanakan sita eksekusi.
87

 Pemegang hak tanggungan 

harus meminta Sertifikat Hak Tanggungan kepada ketua Pengadilan Agama 

atau Mahkamah Syariah yang berwenang. Selanjutnya, eksekusi akan 

dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Penjelasan Umum Angka 9 

dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, eksekusi hak 

tanggungan dilakukan berdasarkan Pasal 224 HIlR/258 Rbg. Oleh karena itu, 

eksekusi harus dilakukan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri 

setempat (fiat Pengadilan). 

                                                           
87 Al Fitri, Perlukah Sita Eksekusi Terhadap Objek Hak Tanggungan, Hakim Madya 

Pratama Pengadilan Agama Blamabangan Umpu 
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Jamilnan kelbelndaan dalam be lntuk Hak Tanggungan yang be lrupa Akta 

Pelmbelrilan Hak Tanggungan dalam pe lmbilayaan musyarakah pada pe lrbankan 

syarilah bellum selsuail delngan hukum I lslam dilkarelnakan te lrdapat belbelrapa 

kelwelnangan dil dalam akta Hak Tanggungan te lrselbut bellum se lsuail delngan 

keltelntuan hukum I lslam.
88

 Hal ilnil dilkarelnakan dalam pe lmbilayaan di l keluangan 

syarilah tildak se lluruhnya belrbasils utang pilutang, namun juga ada yang 

belrbasils modal ke lrja dan jasa. Pada mode ll pelmbilayaan akad musharakah 

adalah kelselpakatan antara dua pi lhak dalam hal pokok modal dan ke luntungan. 

Keluntungan yang di lbagil belrdasarkan porsi l modal
89

, Maka musyarakah ti ldak 

diltelmukan adanya utang-pilutang se lcara prilnsilp se lhilngga pelnelrapan jamilnan 

fildusila tildak kompatilbell de lngan modell pelmbilayaan telrselbut. Jami lnan surat 

(alrahn al-tasjillil) adalah be lntuk jami lnan yang di lkelnalkan dalam I lslam atau 

dalam pelrkara ilnil jamilnan kelbelndaan hak tanggungan yang me lmillilki l 

kelmilrilpan delngan jamilnan fildusila melskilpun tildak sama pelrsils.
90

  

Pada  dasarnya  para  nasabah  ti ldak  melngilngilnkan  barang  jami lnan  

atau belnda-belnda lailnnya  di llellang  ole lh pelgadailan.
91

 melrelka  teltap  

melngilngilnkan  supaya  barang  jami lnan  tildak diljual dan me lrelka teltap 

belrharap supaya barang jami lnan tildak diljual dan melrelka teltap belrharap 

supaya hutang-hutangnya dapat di lpelrpanjang. Walaupun dari l pilhak pelgadailan 

                                                           
88 Abdul Munir, Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam Pembiayaan Musyarakah pada 

Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam, (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2015), hlm, iii. 
89 Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan 

Syariah, (Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.1, 2015), hlm. 7 
90 Muhammad Maksum, Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan 

Syariahlm.hlm. 1. 
91 Muammar Bakry et al., “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in 

Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction,” International   Journal   of   Criminology   and   

Sociology10 (2021):   1267–1276, 
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tellah mellakukan somasil  kelpada  nasabah,  namun  me lrelka  teltap  tildak  

mellaksanakan  prelstasilnya  te lpat  pada waktunya. 

Adapun faktor-faktor yang me lnjadil pelnye lbab wanpre lstasil yang 

dillakukan olelh nasabah dalam pe lrjanjilan gadail delngan pilhak Pe lgadailan: 

1. Taksilran Tilnggil 

Taksilran tilnggil adalah taksi lran yang mellelbilhil daril kriltelrila/batas 

tolelransil daril taksi lran wajar, bailk   se lmata-mata   kare lna   

kellalailan/kelkellilruan   maupun   di lselngaja   ole lh   KPK, di lkatelgorilkan 

selbagail taksilran tilnggil.  Pada saat dillakukan pelnaksilran olelh pilhak 

pelgadailan, barang jami lnan diltaksilr delngan mellelbilhil nillail daril taksilran 

yang se lwajarnya, se lhilngga keltilka nasabah tildak mampu me lmbayar 

hutangnya, barang jami lnan telrselbut dilanggap mampu me lmbayar   

hutangnya.   Namun   pada   ke lnyataannya   nasabah   ti ldak   mampu   

melmbayar pilnjamannya se lhilngga nasabah telrselbut wanpre lstasil. 

2. Pelnurunan Harga Elmas 

Akilbat adanya pe lnurunan harga elmas, nasabah tildak melmelnuhil 

kelwajilbannya untuk me llunasil hutangnya se lsuail delngan yang 

dilpelrjanjilkan, hal ilnil dilakilbatkan olelh pelmilkilran nasabah   yang   me lrasa   

tildak   rugil   apabilla   barang jamilnannyadillellang.   Se lbab   nasabah 

belrpelndapat bahwa be lsarnya pilnjaman diltambah se lwa modal sudah 

selilmbang delngan nillail barang jami lnannya. De lngan tildak melmelnuhi l 

kelwajilbannya ilnil nasabah dilkatakan wanprelstasil. 

3. Nasabah Susah Dilhubungil 
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Tildak ada iltilkad bailk daril nasabah untuk me lmbayar angsuran 

pilnjaman atau me llunasil pilnjamannya, se lhilngga pada saat me lndelkatil jatuh 

telmpo keltilka pilhak pe lgadailan melncoba untuk me lngkonfilrmasil nasabah 

telrselbut nasabah susah di lhubungil. Karelna tildak adailtilkad bailk telrselbut 

hilngga tanggal jatuh te lmpo maka pilhak pelgadailan me llellang barang 

jamilnan telrselbut kare lna nasabahnya wanprelstasil. 

4. Barang Jamilnan Masuk Barang Belrmasalah 

Barang jamilnan yang di lgadailkan dil pelgadailan me lrupakan barang 

yang telrmasuk dalam barang jami lnan belrmasalah, se lhilngga nasabah 

dilkatakan wanpre lstasi l karelna tellah mellanggar salah satu pe lrsyaratan untuk 

barang jamilnan yang akan di lgadailkan. 

5. Kondilsil Elkonomil Nasabah 

Karelna kondilsil elkonomil nasabah yang tildak melmungkilnkan untuk 

mellunasil angsuran pilnjaman    ataupun    me llunasil    pilnjamannya.    Hal    

ilnil    dilselbabkan    ole lh    usaha    yang di lkelmbangkannya telrgantung pada 

harga pasar yang belrlaku, se lhilngga nasabah telrselbut hanya mampu   untuk   

melmbayar   bi laya   pe lngolahannya   dan   ti ldak   mampu   untuk   

melmbayar pilnjamannya ataupun di lselbabkan olelh usaha nasabah yang 

melngalamil kelrugilan se lhilngga tildak dapat melmbayar uang pi lnjaman. 

Delngan delmilkilan nasabah telrselbut dilkatakan wanprelstasil 

Jamilnan dalam Hukum I lslam untuk jami lnan kelbelndaan dilselbut 

delngan Al-rahns elcara eltilmologil, kata al-rahnbelrartil teltap, ke lkal, dan jami lnan. 

Akad al-rahndalam ilstillah hukum posi ltilf dilselbut delngan barang jami lnan. 
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Seldangkan melnurut ilstillah al-rahn adalah harta yang di ljadilkan 

pelmillilknya se lbagail jamilnan utang yang be lrsilfat melngilkat. Seldangkan 

melnurut ilstillah syara’, yang di lmaksud delngan rahn adalah me lnjadilkan suatu 

barang yang melmpunyai l nillail harta dalam pandangan syara’ se lbagail jamilnan 

utang, yang melmungkilnkan untuk me lngambill selluruh atau selbagilan utang dari l 

barang telrselbut.
92

 

Lellang (auctilon) melnurut pelngelrtilan traksaksil muamalat konte lmpore lr 

dilkelnal se lbagail belntuk pe lnjualan barang di l delpan umum ke lpada pelnawar 

telrtilnggil.  Lellang dapat be lrupa pelnawaran brang telrtelntu kelpada pelnawar 

yang pada mulanya me lmbuka lellang delngan harga re lndah ke lmudilan se lmaki ln 

nailk sampail akhilrnya di lbelrilkan kelpada calon pe lmbellil delngan harga 

telrtilnggil.
93

 

Dil dalam al-Qur’an tildak ada aturan pastil yang me lngatur telntang 

lellang, teltapil belrdasarkan delfilnilsil lellang dapat dilsamakan (di lqilaskan) delngan 

jual-bellil dilmana ada pilhak pe lnjual dan pe lmbellil. Dilmana pelgadailan dalam hal 

ilnil selbagail pilhak pelnjual danmasyarakat yang hadi lr dalam pe llellangan telrselbut 

selbagail pilhak pelmbellil. Jual bellil telrmasuk dalam Q.S al-Baqarah/2:275. 

Syarilat Ilslam tellah melmbelrilkan panduan dan kri ltelrila umumse lbagai l 

peldoman pokok untuk me lncelgah adanya pe lnyilmpangan syari lahdan 

                                                           
92 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 

hlm. 88. 
93 Adiwarman Karim, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 

57. 
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pellanggaran hak, norma dan e ltilka dalam lellang. Peldoman telrselbut yailtu 

selbagail belrilkut
94

: 

1. Transaksil dillakukan ole lh pilhak yang cakap hukum atas dasar 

salilngsukarella (an taradhiln) 

2. Objelk lellang harus halal dan be lrmanfaat  

3. Kelpelmillilkan/kuasa pe lnuh pada barang yang diljual 

4. Keljellasan dan transparasi l barang yang dillellang tanpa adanya manilpulasil 

5. Kelsanggupan pelnye lrahan barang daril pelnjual 

6. Keljellasan   dan   ke lpastilan   harga   yang di lselpakatil   tanpa belrpotelnsi l 

melnilmbulkan pelrsellilsilhan  

7. Tildak melnggunakan cara yang me lnjurus ke lpada kolusi l dan suap 

untukmelmelnangkan tawaran 

Pilhak pelgadailan mellakukan pellellangan harta belnda yang me lnjadi l 

jamilnan pilnjaman bi lla nasabah tildak dapat mellunasil pilnjaman sampail batas 

waktu yang te llah diltelntukan dalam akad. pe llellangan dilmaksud, dillakukan olelh 

pilhak pelgadailan se lsudah melmbelriltahukan kelpada nasabah pali lng lambat 5 

(lilma) haril selbellum tanggal pe lnjualan. Pe lmbelriltahuan telrse lbut dapat me llalui l 

surat pelmbelriltahuan masilng-masilng alamat atau mellaluil tellelpon dan lailnnya. 

Adapun prosels pe llellangan barang jamilnan adalah se lbagail belrilkut: 

1. Satu milnggu se lbellum pe llellangan, dilbelriltahukan kelpada nasabah yang 

barangnya akan dillellang. 

                                                           
94 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia (Yokyakarta: Gajah 

MadaUniversity Press, 2011), hlm.139-141. 
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2. Dilteltapkan harga elmas pelgadailan pada saat pellellangan, delngan margiln 2% 

untuk pelmbellil. 

3. Harga   pelnawaran   yang   nai lk   olelh   banyak   orang   ti ldak   dilbolelhkan, 

selhilngga melmungkilnkan nasabah me lrugil dilkarelnakan dilkuatilrkan pelmbelli l 

belselpakat untuk melnurunkan harta pe llellangan. Olelh kare lna iltu, pilhak 

pelgadailan mellakukan pe llellangan se lcara telrbatas hanya me lmillilh belbelrapa 

pelmbellil (3-4). 

4. Hasill pellellangan akan di lgunakan untuk bi laya pelnjualan 1% dari l harga 

jual, bilaya pilnjaman 4 bulan, dan si lsanya dilkelmbalilkan kel nasabah  

5. Silsa kellelbilhan yang tildak dilambill sellama 1 tahun, dilkelmbalilkan kelpada 

bailtul mal yang telrakreldiltasil. 

Apabilla barang yang di lgadailkan tildak laku dillellang atau telrjual 

delngan harga yang le lbilh relndah daril pada nillail taksilran yang tellah dillakukan 

pada awal pelmbelrilan pilnjaman kelpada nasabah yang be lrsangkutan, maka 

barang yang tildak laku di llellang telrselbut dilbellil olelh nelgara dan ke lrugilan yang 

tilmbul diltanggung olelh pelrum pelgadailan. 

  

B. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Penetapan Akta Perdamaian Dalam 

Perjanjian Akad Musya<rakah (Studi Pada Penetapan Pengadilan Agama 

Nomor: 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg) 

Hakilm belrsilkap pasilf untuk melneltapkan bahwa sah atau tildak se lsuai l 

atau tildak proseldur lellang hak tanggungan dilluar pelngadi llan Pelrkara ilni l 

seltellah mellakukan pe lnjulan lellang hak tanggungan gugatan wanpre lstasil baru 

masuk kel pelngadillan maka hakilm hanya melnanganil pelrkara yang ada dalam 
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gugatan saja yailtu wanpre lstasil dan pelneltapan silta jami lnan untuk pe llunasan 

silsa kelwajilban Telrgugat namun ji lka ada yang me lnggugat hal telrselbut maka 

Hakilm belrsilfat aktilf jilka ada pe lrkara masuk kel pelngadillan dalam me llilhat 

kelmbalil apakah ada prose ldur yang tildak se lsuail. 

Pelnjualan lellang hak tanggungan telrdapat pada Pe lrlilndungan nasabah 

belrdasarkan asas-asas undang-undang nomor 8 tahun 1999 te lntang 

pelrlilndungan konsumeln bahwa nasabah be lrhak melnelrilma se llilsilh harga 

pelnjualan jamilnan se ltellah dilkurang total hutang namun pada pe lrkara ilni l 

jamilnan hak tanggungan masi lh tildak melmelnuhil jumlah hutang maka 

dillakukan pelnjualan si lta jamilnan, pelnjualan jami lnan hak tanggungan yang 

melnggunakan paratel elkse lkusil yang masilh bellum melnutupil jumlah hutang, hal 

telrselbut melnjadil pelrmasalahan ke ldua bellah pilhak. 

Pada Pe lrkara Nomor 1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg pi lhak bank 

melngajukan gugatan untuk pe lneltapan si lta jamilnan yang se lharusnya haki lm 

delngan elxoffilcilo-nya mellilhat kelmbalil dalam hal kelcukupan jami lnan hak 

tanggungan maupun si lta jami lnan. Di lsilnil telrlilhat adanya ke ltildakpastilan dalam 

transparansil pelnillailan jami lnan yang bellum melncukupil jumlah hutang, 

selharusnya telrgugat me lndapatkan ke lpastilan hukum dalam transparansi l 

pelnillailan jamilnan silta jamilnan, apakah sudah melncukupil total kelwajilban 

telrgugat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Telntang Pe lrlilndungan 

konsumeln hak atas ilnformasi l yang belnar, jellas, dan jujur. 

Kelkuatan yang melngilkat, pelmbuktilan selrta elkselkutorilal ilnillah yang 

dilharapkan untuk se lbuat putusan dapat me lmillilkil pelrlilndungan hukum telrkai lt 
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Elkselkusil jamilnan Hak Tanggungan nasabah wanpre lstasil Akad Musyarakah 

telrkailt nillail-nillail keladillan, Ke lmanfaatan atau kelgunaan dan ke lpastilan hukum 

bagil pelnelgakan hukum para pi lhak yang belrselngkelta.95 Kelharusan bank 

melngajukan pelrmohonan e lkselkusil silta jamilnan ilnil maka bank tildak dapat 

mellakukan lellang se lndilril namun harus de lngan pelrmohonan e lkselkusil ke l 

pelngadillan. Pelrlilndungan nasabah telrkailt bilaya gantil rugil, transparasi l 

kelcukupan jamilnan, total hutang dalam pe lrspelktilf Pelrlilndungan Konsume ln. 

Tujuan daril melngajukan gugatan ke l pelngadillan untuk me lndapatkan 

putusan yang se ladill-adillnya maka me lnurut pelnulils belrpelndapat se lharusnya 

telrgugat melmpelrtahankan hak-haknya di l hadapan hukum de lngan mellakukan 

upaya hukum agar asas-asas dalam pe lrlilndunganhukumdalam undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Te lntang Pe lrlilndungan Konsumeln, yang be lrasaskan 

manfaat, keladillan, kelselilmbangan, ke lamanan dan ke lsellamatan se lrta kelpastilan 

hukum dapat telrwujud, maka haki lm akan mellilhat kelmbalil telrhadap akad dan 

proseldur delngan selcara aktilf dalam melmutus pe lrkara elkonomil syarilah. 

Hakilm dalam me lmelrilksa gugatan wanprelstasil melngutamakan 

gugatan yang masuk ke l pelngadillan kelmudilan mellilhat akad apa yang 

dilgunakan maka dilcaril pelrmasalahanya yai ltu wanprelstasil, pelneltapan 

wanprelstasil dillilhat daril pelmbayaran yang mace lt maka telrgugat yang 

mellakukan kelahlilan dilhukum dan di lamarkan dalam putusan untuk me lmbayar 

silsa hutang dan bilaya kelrugilan yang dilselbabkan kellalailnnya. 

                                                           
95  Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata, 226 
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Hakilm Pelngadillan Agama Purbalilngga melngungkapkan bahwa 

pelmbelbanan bilaya pe lrkara non ke lbelndaan dilbelbankan kel telrgugat milsalnya 

dalam gugatan pelrcelrailan. Pasal 181 ayat 1 HI lR melngatur yang di lbelbakan 

bilaya adalah pi lhak yang dilkalahkan, jilka keldua pilhak melndapat bagilan harta milsalnya 

pelrkara kelwarilsan maka bilaya te lrselbut diltanggung relntelng, Pe lrkara elkonomi l 

syarilah tildak harus melrujuk kelpada aturan dasar pelrkara kelbelndaan yailtu yang 

melnanggung belban adalah pi lhak yang di lkalahkan Pasal 181 ayat 1 HI lR 

dilkarelnakan pelrtilmbangan hakilm dalam putusan ilnil bahwa di ltanggung kelpada 

pilhak yang belrkelpelntilngan. 

Analilsils Pe lnulils te lrhadap pelrlilndungan konsumeln telrkailt transparansil 

kelcukupan jamilnan hak tanggungan, Maje llils Hakilm selharusnya 

melmpelrhatilkan telrnyata hutang yang di lpilnjamkan jauh lelbilh belsar daril hasill 

pelnjualan lellang jamilnan hak tanggungan. Transaksi l akad harus je llas bailk 

harga maupun barangnya yang te lrbelntuk daril pelnelrapan nillail elkonomil syarilah 

mellaluil pelrbankan dalam se lktor keluangan. Jahaya S Pradja me lngungkapkan 

pelrbankan syarilah dalam be lntuk ilnstiltusilonalyang dilharapkan mampu 

mellakukan pelmbelrdayaan elkonomil bagil masyarakat.96 

Pilhak bank yang me llellang tanah yang me lnurut apparsi lal atau taksi lran 

harga jual jami lnan selharusnya le lbilh belsar daril total pilnjaman se lbagail miltilgasi l 

relsilko pelrbakan dalam me lncailrkan pelmbilayaan, pilhak nasabah yang 

selharusnya melndapatkan transparansi l jumlah pelnillailan jami lnan se lsuai l 

aturanbelrdasarkan pada pri lnsilp transparansil belrdasarkan pasal 2 Pe lraturan 

                                                           
96 Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 175. 
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Otoriltas Jasa Ke luangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Te lntang Pe lrlilndungan 

Konsumeln Selktor Jasa. 

Melnurut Pasal 178 ayat 1 HI lR melnyatakan bahwa hakilm se lcara e lx 

offilcilo, wajilb melncakupkan se lgala alasan hukum yang tildak dilkelmukakan 

para pilhak yang be lrpelrkara.97 Melnurut pelnulils daril hasill wawancara 

selharusnya paniltelra atau juru si lta mellilhat dil lapangan telrhadap jami lnan hak 

tanggungan telrselbut yang pe lnjualannya jauh dilbawah total hutang namun 

karelna gugatan masuk se ltellah pelnjualan hak tanggungan haki lm tildak kelmbali l 

mellilhat hal telrselbut dilkarelnakan proseldur gugatan sudah se lsuail proseldur dan 

putusan sudah selsuail delngan hukum acara dan kompi llasil hukum elkonomi l 

Syarilah. 

Dillilhat pada Dalill melngelnail dilpelrbolelhkannya pelnge lnaan gantil rugi l 

(alta’wildh) adalah QS. Al-Baqarah telntang larangan belrlaku zalilm (al-zhulm) 

dan hadilst Nabil Saw. Telntang larangan belrlaku dharar dan dhi lrar.98 Ole lh 

karelna iltu telrmasuk akl al-mal bil al-bathill jilka Lelmbaga Ke luangan Syarilah 

melngelnakan gantil rugil mellelbilhil jumlah dana yang di lkelluarkannya, 

dilkhawatilrkan kellelbilhannya dapat di lkellompokan se lbagail rilba (ri lba qardh/rilba 

fadhl). 

Pelrlilndungan telrgugat telrkailt total hutang dan bi laya ganti l rugil dari l 

belrbagail liltelratur bahwa me ltodel pelnelmuan hukum adalah me llaluil ultra peltilta 

atau elx offilcilo selbab ultra pe ltilta melrupakan asas hakilm tildak bolelh 

melngabulkan lelbilh daril yang diltuntut. Namun e lx aelpuo elt bono maksudnya 

                                                           
97 Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata, hlm.202. 
98 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Prinsip-Prinsip Perjanjian, Cet.I, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya), hlm.155. 
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pelrmohonan kelpada hakilm untuk melnjatuhkan putusan de lngan se ladill-adillnya, 

maka hakilm dapat me lmutus lailn daril pokok se lngkelta teltapil masilh belrkailtan 

delngan gugatan pada pokok selngkelta selpelrtil dalam tuntutan bunga utang yang 

harus dilbayar, dilmana hakilm belrpelndapat belsarnya bunga te lrselbut tildak 

selsuail delngan akad yang di lgunakan, maka hakilm dapat melnelntukan belsarnya 

total kelwajilban dan bilaya bagil hasill agar telrcapailnya ke lmanfaatan se lsuail yang 

dilungkapkan Belntham, bahwa hukum dapat me lmbelrilkan jami lnan kelbahagilaan 

kelpada ilndilvildu selcara langsung. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Si lp/1971 tanggal 8 Januari l 

1972 yang salah satu konsi ldelrannya melngatakan: “Me lngabulkan mellelbilhil dari l 

apa yang dilgugat adalah di lililzilnkan, se llama hal ilnil masilh se lsuail delngan 

keljadilan matelrill”.99 Analilsils pelnulils se lharusnya hakilm dalam me lmutus 

putusandalam melnelgakan hukum se lcara adill se lsuail yang telrdapat dalam surat 

an-Nilsa ayat 58, haki lm dapat melnggalil hukum yang hi ldup dalam masyarakat 

delngan melnggunakan pe lrlilndungan hukum dalam pe lrspe lktilf pelraturan 

pelrlilndungan konsumeln selsuail delngan pelraturan pelrundang-undangan yang 

sudah ada agar te lrcilptanya rasa ke ladillan se lsuail yang dilungkapkan dalam te lori l 

keladillan olelh Hans Ke llseln, hakilm dapat melmutus agar me lncilptakan kondilsi l 

yang melmuaskan supaya se lmua orang melrasa bahagila telrhadap putusan yang 

belrsilfat substansi lal dalam elkonomil syarilah delngan prilnsi lp kelselilmbangan 

antara kelpelntilngan pilhak nasabah de lngan melnggunakan ke lwelnangan elx-

offilcilonya dalam me llilhat kelmbalil pelrmasalahan yang ada. 

                                                           
99 R Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, Dan Yurisprudensi (Sinar 

Grafika, 2010), hlm.135. 
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Belrdasarkan hasi ll penelusuran bahwa hakilm Pelngadillan Agama 

Purbalilngga melngungkapkan Prose ldur elkselkusil ildelalnya be lrpelrkara dahulu 

seltellah nasabah dilputus tellah wanprelstasil dan dilhukum untuk me lmbayar 

jumlah kelwajilbannya maka dapat di llakukan elkselkusil lellang jami lnan. De lngan 

delmilkilan pilhak bank me lngajukan pelrmohonan elkselkusi l telrlelbilh dahulu 

kelpada Pelngadillan Agama dan se llanjutnya Pe lngadillan Agama me lnilndak 

lanjutilnya sellayaknya elkse lkusil putusan yang tellah belrkelkuatan hukum teltap. 

Pada pelrkara pilhak pelrbankan tellah mellaksanakan pellellangan 

Jamilnan Hak Tanggungan di lluar pelngadillan delngan paratel elkse lkusil selbellum 

pelrmohonan dan pelrkara wanpre lstasil masuk kel Pelngadillan Agama hal 

telrselbut dilkailtkan delngan Standar Produk Pe lrbankan Syarilah Musyarakah dan 

Musyarakah Mutanaqilshah Otoriltas Jasa Keluangan bahwa Pi lhak 

BUS/UUS/BPRS tildak dilpelrkelnankan mellakukan elkselkusi l agunan dan 

jamilnan se lcara langsung se lsaat se ltellah telrjadil tunggakan ataupun wanpre lstasi l 

selbellum ada putusan pe lngadillan yang me lnyatakan bahwa Nasabah.
100

 

Lelmahnya posi lsil hukum bank syari lah tildak dapat me lnggunakan surat 

pelngakuan hutang, maupun me lleltakan hak tanggungan (APHT) atas 

pelngalilhan kelpelmillilkan. 

Asas kelpastilan hukum (pacta sunt se lrvanda) yailtu para pi lhak 

belrkelyakilnan bahwa apa yang sudah di ljanjilan dalam pelrjanjilan diljamiln dalam 

pellaksanaannya se lsuail delngan teloril kelpastilan hukum yang di lungkapkan olelh 

Peltelr Mahmud Marzukil bahwa kelpastilan hukum telrselbut me lmbuat ilndilvildu 

                                                           
100 Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah, hlm. 

53. 
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melngeltahuil pelrbuatan apa yang bole lh atau tildak dillakukan maka ke lpastilan 

hukum dalam hal e lkse lkusi l jamilnan bahwa ke lkuatan elkselkusi ltorilal/kelkuatan 

untukdillaksanakan putusan hakilm yang sudah be lrkelkuatan hukum te ltap 

telrhadap pilhak yang dilkatakan kalah dalam pe lrkara dan di llakukan selcara 

sukarella, apabilla telrhadap pilhak yang tildak melnaatilnya se lcara sukare lla maka 

kelkuatan ilnil dilnamakan ke lkuatan elkselkusiltorilal maka pelngadillan melmillilki l 

kelwelnangan untuk mellakukan elkselkusil selcara paksa.
101

 

Analilsils pelnulils bahwa se lbellum mellakukan lellang jami lnan ildelalnya 

harus ada pelneltapan si lta jamilnan kelpada majellils hakilm dillanjutkan 

pelrmohonan elkselkusil silta jamilnan kel keltua pelngadillan agama hal i lni l 

dilselbabkan Rahn tildak 

Telrjadil pelralilhan ke lpelmillilkan objelk jamilnan telrselbut se llama utang 

bellum dillunasil, objelk jami lnan baru dapat di lelkselkusil keltilka nasabah be lnar-

belnar tildak mampu melmbayar. Hasill pelnjualan lellang jami lnan yang sudah 

telrjual badan lellang ji lka ada ke llelbilhannya, pe lngadillan me lnjadil pilhak 

pelrantara untuk pelngelmbalilan kelpada Telrgugat, jilka pilhak bank langsung 

melngelmbalilkan silsa pelnjualan telrselbut harus dilhadapan pe lngadillan. Si lsa 

pelnjualan lellang diltiltilpkan dil pelngadillan agama di lselbut uang konsi lnyasil yang 

melnjadil tanggung jawab paniltelra pelngadillan agama apabi lla hal telrselbut 

dillaksanakan dalam pe llaksanaan elkselkusil hak tanggungan se lsuail telori l 

kelpastilan hukum olelh Pe ltelr Mahmud Marzukilbahwa kelpastilan hukum 

                                                           
101 R. Soebekti, Hukum Acara Perdata), (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm.128 lihat 

Sunarto, Peran Hakim dalam Perkara Perdata, hlm.212. 
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melrupakan konsilstelnsil dalam putusan haki lm untuk kasus se lrupa yang tellah 

dilputus. 

Pelrmohonan elkse lkusil hak tanggungan atau e lkselkusi l silta jamilnan 

kelpada keltua pelngadillan agama yang harus me lmutus, dalam gugatan 

wanprelstasil maka keltua pelgadillan melnunjuk maje llils hakilm untuk me lnangani l 

gugatan wanprelstasil. De lngan adanya Putusan Pe lngadillan Agama Nomor 

1515/Pdt.G/2020/PA.Pbg yang be lrkelkuatan hukum te ltap maka pe lngajuan 

elkselkusil silta jamilnan diltunjukan ke lpada keltua pelngadillan de lngan mellakukan 

ammanilng dan pelneltapan e lkselkusil dan pellaksanaanya dapat langsung 

dillakukan olelh paniltelra/juru si lta pelngadillan agama, yang maju ke l kantor 

lellang adalah pelngadillan namun yang me llakukan pelnjualan si lta jamilnan 

adalah kantor lellang nelgara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

oleh peneliti tentang Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Penetapan 

Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Akad Musyarakah (Studi Pada Putusan 

Pengadilan Agama Nomor: 1515/Pdt.G/2020/Pa.Pbg) maka penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, 

kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa, atas gugatan Penggugat, 

Tergugat memberikan jawaban secara tertulis  baik dalam eksepsi, pokok 

perkara dan gugatan rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat telah mengajukan 

replik dan Tergugat mengajukan duplik, bahkan sudah sampai tahap 

pembuktian (terkait eksepsi) : Bahwa, selanjutnya telah terjadi kesepakatan 

antara Penggugat dan Tergugat melalui akta perdamaian.  

Pertimbangan Hakim dalam akta perdamaian sudah dilakukan dengan 

cara mediasi antara kedua pihak, akan tetapi para pihak menolaknya, 

kemudian para pihak pada akhirnya sepakat dan menetapkan akta perdamaian 

dalam kasus sengketa antara penggugat (PT. Dotuku) dan tergugat (Bank 

BTN). Hakim pengadilan agama turut aktif dalam menangani kasus sengekta 

ini. 

 

 



68 
 

 
 

B. Saran 

1. Pembahasan ini jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya 

jika pembahasan yang jarang sekali orang mengetahuinya dibahas di 

majelis-majelis ilmu dimaksudkan agar masyarakat mengetahuinya. 

2. Sebaiknya majelis Hakim melakukan penalaran yang matang dalam 

mengambil pertimbang dalam menangani kasus sengketa hukum ekonomi 

syariah. 
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